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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat

dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
\ Alif - -
< Ba’ B Be
< Ta’ T Te
& Sa’ S Es dengan titik di atas
z Jim J Je
z Ha’ H Ha dengan titik di bawah
z Kha Kh Ka dan ha
3 Dal D De
3 Zal z Zet dengan titik di atas
B) Ra’ R Er
J Zai y4 Zet
o Sin S Es




o Syin Sy Es dan ye
o Sad S Es dengan titik di bawah
URSW Dad D De dengan titik di bawah
L T T Te dengan titik di bawah
L Z Z Zat dengan titik di bawah
& ‘Ain ‘ Koma terbalik di atas
¢ Gain G Fa
- Fa - Qi
3 Qaf Q Ka
& Kaf K El
J Lam L Em
N Mim M En
o Nun N We
3 Wau W Ha
o Ha’ Ha
e Hamzah ‘ Apostrof




Hamzah (7) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda
)

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat

transliterasinya sebagai berikut.

Tanda Nama Huruf Latin Nama
b fathah A A
Jis Kasrah I I
\.;;f;. dammah U U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
s fathah dan ya Ai adan i
O g fathah dan wau I i dan u

Xi



Contoh:
. :/S
J R

3. Maddah

- kaifa

: haula

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf Nama Huruf dan Nama
Tanda
o | & fathah dan alif atau A a dan garis di
ya’ atas
s kasrah dan ya’ I i dan garis di
: atas
& p dammah dan wau U u dan garis diatas
Contoh:
S  mata
e : rama
d;:éii? : gila
T sy . yamiitu

4, Ta marbutah

Transliterasi untuk ¢@’ marbitah ada dua, yaitu ta’ marbitah yang hidup

atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhommabh, transliterasinya adalah [t].

xii



Sedangkan ta’ marbiitah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya
adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta’ marbitah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’

marbitah itu ditranslasikan dengan ha [h].

Contoh:
J ¥ ala Ty : raudah al-azfal
Al alalf 45 aall : al-madinah al-fadilah
dasal) : al-hikmah

5. Syaddah (7asydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda rasydid (- ), dalam transliterasinya ini dilambangkan

dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

O

lA.IA.i.. -~ . najjaina
.- °]

aall - al-hagq
w4 -

AR nuima
fooxo

9 : ‘afuwwun

Jika huruf s ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf

kasrah (=% ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi 1.
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Contoh:

AT  “Alf (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

D i : “‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf J!
(alif lam ma 'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi
seperti biasa, al-, baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf gamariyah.
Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan

garis mendatar (-)

Contoh:

uM-uJ ) : al-syamsu (bukan-asy-syamsu)

‘UJJ\\ . al-zalzalah (az-zalzalah)
44l . al-falsafah
ﬂ.:d\-::::s : : al-biladu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (*) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Xiv



O RV g muriina
& j—‘j\ al-nau’
o Tn 2
€ : Syai’un
2
w ° s,.} .
‘—Ue‘f-. . umirtu

8. Penulisan kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata , istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah,
atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa
Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim
digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara
transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’an), Alhamdulillah,
dan munagasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu
rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba’in al-Nawawr

Risalah fi Ri’ayah al-Maslahah
9. Lafz al-Jalalah (&)

Kata “Allah’ yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya
atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf
hamzah.

Contoh:

&) 3 dinutiah @ A pitlan

XV



Adapun ta’ marbitah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-

jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:
&) 35\..’4;:) ‘;A; é:t-::j;}
Hum fi rahmatillah

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (all Caps), dalam
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang,
tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri
didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak
pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tesebut menggunakan huruf
kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul
referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks
maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasil

Inna awwala baitin wudi’a linnazi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-lazi unzila fihi al-Quran

Nasir Hamid Abii Zayd

Al-Tift

Al-Maslahah fi al-Tasyrt al-Islami
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Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abi al-
Walid

Muhammad (bukan: Rusyd, Abt al-Walid Muhammad Ibnu)

Nar Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abtu Zaid, Nasr Hamid (bukan, Zaid
Nasr Hamid Abu)
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ABSTRAK

RANI PRATIWI, 2023.” Analisis Kedudukan Hukum Ketetapan MPR RI
Berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan” Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, Dibimbing Oleh
Muhammad Tahmid Nur dan Agustan.

Skripsi ini membahas tentang “analisis kedudukan hukum ketetapan MPR
RI berdasarkan UU No 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-
undangan “Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum ketetapan
MPR RI bedasarkan UU No 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan
perundang-undangan. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian
Hukum pustaka (liberary reaserch), Penelitian ini bersifat kualitatif, dengan
metode penelitian Normatif, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan menelusuri kemudian
membaca dan mencatat bahan-bahan yang diperlukan. Sumber data yang
digunakan yaitu dari buku, jurnal, dan media electronik, Adapun teknik Analisis
data yang digunakan dengan cara Analisis data Deskriptif. Hasil penelitian ini
menunjukkan hierarki Peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7
ayat (1) UU No 12 tahun 2011 terdiri dari: a. Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d.
Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g.
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat
(MPR) sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai lembga
tertinggi dan setara dengan UUD 1945. Setelah Amandemen UUD 1945 lembaga
MPR telah mengalami perubahan kedudukan, tugas, dan wewenang, menjadi
lembaga tinggi Negara yang setara dengan lembaga tinggi lainnya seperti
Presiden, DPR, DPD, MA, MK, BPK. Berlakunya Undang-Undang No 12 Tahun
2011 sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang sebelumnya (Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2004), diantaranya adalah penambahan Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) sebagai salah satu jenis Peraturan
Perundang-undangan dan hierarkinya ditempatkan dibawah UUD 1945 diatas UU.
Kedudukan MPR berubah menjadi Lembaga negara yang memiliki kedudukan
sederajat dengan Lembaga-lembaga negara lain agar dapat melakukan kegiatan
fungsi saling mengontrol dan saling mengimbangi (check and balances).

Kata Kunci : Kedudukan Hukum, MPR, UU No 12 Tahun 2011, Peraturan
Perundang-undangan.
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ABSTRACT

RANI PRATIWI, 2023, Analysis of the Legal Position of MPR RI Decrees
Based on Law No. 12 of 2011 concerning the Formation of Legislative
Regulations” Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia,
Palopo State Islamic Institute, Supervised by Muhammad Tahmid Nur and
Agustan.

This thesis discusses "analysis of the legal position of MPR RI decisions
based on Law No. 12 of 2011 concerning the formation of statutory regulations.”
This research aims to determine the legal position of MPR RI decisions based on
Law No: 12 of 2011 concerning the formation of statutory regulations. This type
of research uses library research methods (library research), This research is
qualitative in nature, with Normative research methods, the data collection
technique used in this research is literature study by searching then reading and
recording the required materials, the data sources used are from books, journals
and electronic media, The data analysis technique used is using descriptive data
analysis, The results of this research show that the Hierarchy of Legislative
Regulations regulated in Article 7 paragraph (1) of Law No. 12 of 2011 states that
the hierarchy of statutory regulations consists of: a. The 1945 Constitution of the
Republic of Indonesia; b. Decree of the People's Consultative Assembly; c.
Law/Government Regulation in Lieu of Law; d. Government regulations; e.
Presidential decree; f. Provincial Regional Regulations; and g. Regency/City
Regional Regulations. The position of the People's Consultative Assembly (MPR)
before the amendment to the 1945 Constitution was as the highest institution and
was equivalent to the 1945 Constitution. After the amendment to the 1945
Constitution, the MPR institution has undergone changes in position, duties and
authority, becoming a high state institution that is equivalent to other high
institutions such as the President, DPR, DPD, MA, MK, BPK. The enactment of
Law No. 12 of 2011 as an improvement on the previous Law (Law No. 10 of
2004), including the addition of the Decree of the People's Consultative Assembly
(TAP MPR) as a type of Legislative Regulation and its hierarchy is placed under
the 1945 Constitution above the law. The position of the MPR has changed to
become a state institution that has an equal position with other state institutions so
that it can carry out mutually controlling and balancing functions (checks and
balances).

Kata Kunci : Legal Position, MPR, Law No. 12 of 2011, Legislation.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Reformasi Hukum yang berlangsung sejak tahun 1998 telah di lembagakan
antara lain melalui amandemen kelembagaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Semangat UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 adalah mendorong terwujudnya tatanan ketatanegaraan
yang lebih demokratis.

Reformasi sampai saat ini telah empat kali diubah dari sejak UUD 1945,
yaitu: (1).Amandemen Pertama disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999; kedua,
Amandemen. (2). Diadopsi pada tanggal 18 Agustus 2000; (3). Amandemen
ketiga diadopsi pada 10 November 2001; (4). Amandemen keempat disahkan pada
tanggal 10 Agustus 2002.*

Amandemen UUD 1945 menciptakan bangunan kelembagaan negara yang
setara dengan melaksanakan check and balance, menegakkan supremasi hukum
dan keadilan, serta menjamin dan melindungi hak asasi manusia. Kesetaraan dan
saling kontrol adalah prinsip demokrasi dan supremasi hukum Perubahan UUD
1945, memiliki implikasi yang luas bagi semua lembaga negara.

Dibalik itu, terdapat lembaga-lembaga negara yang mengambil dimensi
baru, yakni meningkatkan kekuasaannya secara signifikan dalam konstitusi. ada

juga lembaga negara yang kekuatannya lebih lemah dari sebelum perubahan.

"Tutik, “Analisis Kedudukan Dan Status Hukum Ketetapan MPR RI Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,”
Jurnal Hukum lus Quia lustum 20, no. 1 (2013): 1-20, https://doi.org/10.20885/iustum. vol20 .iss1
.artl.



Selain itu, ada juga lembaga negara yang ditiadakan karena dianggap tidak
relevan lagi dengan kebutuhan penyelenggaraan negara ke depan. 2

Di antara amandemen UUD 1945, lembaga parlemen paling terlihat
mengalami perubahan dan penataan. Salah satunya mengubah kedudukan dan
amanat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Bentuk peraturan perundang-
undangan (peraturan) yang dikeluarkan MPR sesuai dengan konstitusi (1945)
tetapi menggantikan undang-undang.

Konstitusi dan peraturan MPR (1945) disusun dan diterbitkan oleh MPR,
tetapi derajatnya tidak sama. Pertanyaannya apakah isi konstitusi sama dengan isi
ketetapan MPR dan apa bedanya konstitusi dengan konstitusi dan ketetapan MPR.

Memilih Bentuk Hukum Peraturan Perundang-undangan (Perpu) MPR
Sebagaimana dikemukakan Bagir Manan, keberadaan Perpu MPR dapat
didasarkan pada dua hal, yaitu: Pertama, ketentuan implisit UUD 1945. Setiap
tatanan ketatanegaraan mengakui adanya ketentuan implisit, yang juga
mengandung kekuasaan implisit.®> Berdasarkan UUD 1945 MPR memiliki
berbagai kewenangan atau keputusan hukum, seperti menghadirkan GBHN,
memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden, serta mengubah UUD

1945. Putusan-putusan hukum itu harus diberi bentuk hukum tertentu.

2 Niken Savitri, Dyan Franciska, and Dumaris Sitanggang, “Jurnal Legal Status and
Protection for Women Human Rights Defenders in Indonesia” 16, no. 4 (2022): 297-320,
https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v16n04.2455.

* Manan, Keberadaan Perpu MPR,” Angewandte Chemie International Edition, 6(11),
951-952., 2019, 5-48
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Artinya:Yang Mahakuasa berkata: Dan bahwa dua sekte orang beriman telah
bertempur, begitu benar, hai orang-orang beriman, di antara mereka
dengan permohonan kepada aturan Kitab Allah, dan kepuasan dengan
apa yang ada di dalamnya untuk mereka dan pada mereka, dan itu adalah
rekonsiliasi antara mereka dengan keadilan (jika salah satu dari mereka
menginginkan yang lain) dia berkata: Jika salah satu dari dua sekte ini
menolak untuk menjawab aturan dari dua sekte. Tuhan adalah milik-Nya,
dan kepada-Nya Anda melanggar apa yang Tuhan jadikan keadilan di
antara ciptaan-Nya , dan yang lainnya menjawab (Jadi lawan yang kamu
inginkan) Dia berkata: Jadi lawan mereka yang melanggar, dan tolak
jawaban untuk penghakiman Tuhan (sampai itu memenuhi perintah
Tuhan) Dia berkata: Sampai kamu kembali ke aturan Tuhan yang
memerintah dalam kitab-Nya ciptaan-Nya (jika mati, maka rujuklah
antara mereka dengan keadilan) Dia berkata: Jika pelanggar kembali
setelah Anda melawan mereka dengan aturan Tuhan dalam bukunya,
maka rujuk antara mereka dan sekte lain yang melawan mereka dengan
keadilan: makna dengan keadilan di antara mereka*

Hal ini dapat didasarkan pada Pasal 3 UUD 1945 (sebelum amandemen)

yang menyatakan: ‘“Majelis Permusyawaratan Rakyat menegaskan garis-garis

* Tafsir At-Thabari, Aplikasi Maktabah Syamilah, 22/292



konstitusi dan politik negara”. Karena menentukan  bentuknya disebut
determinasi. Kedua, landasan hukum lain dari peraturan MPR adalah praktik
ketatanegaraan atau kebiasaan. Praktik atau kebiasaan ketatanegaraan merupakan
salah satu sumber hukum ketatanegaraan di negara manapun.

Menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, keberadaan MPR dalam sistem ketatanegaraan negara adalah juga
terkait dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, produk hukum berupa
TAP MPR menjadi Peraturan Perundang-undangan yang tidak penting dalam
hirarki peraturan perundang-undangan. Keadaan ini semakin meminggirkan status
hukum peraturan MPR, Padahal Perpu MPR No. 1/MPR/2003, yang mengubah isi
dan status hukum Peraturan MPRS dan Peraturan MPR 1960-2002, tetap menjadi
dasar bentuk pelaksanaannya. Pengaturan MPR/MPRS karena dianggap masih
penting dan keberadaannya masih diperlukan.”

kedududkan hukum MPR dihadirkan kembali setelah UU No. 12 tentang
Anggaran Dasar Tahun 2011 menjadi dasar hukum berlakunya aturan-aturan MPR
di Indonesia. Namun keberadaan MPR dalam ketentuan ini masih dipersoalkan
karena status MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara akibat Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.°

Kedudukan Tap MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan

memang mengundang kritik dari akademisi. Guru Besar Hukum Tata Negara

¥ Wicaksono, “Implikasi Re-Eksistensi TAP MPR Dalam Hierarki Peraturan Perundang-
Undangan Terhadap Jaminan Atas Kepastian Hukum Yang Adil Di Indonesia,” Jurnal Konstitusi
10, No. 1 (2016): 143, https://doi.org/10.31078/jk1017.

® Siregar “Kedudukan Ketetapan MPR Pasca UU No. 12 Tahun 2011," no."12 (2011).



Universitas Indonesia Jimly Asshiddigie menyatakan sebenarnya’ penempatan
TAP MPR di atas UU adalah keliru. Menurutnya, TAP MPR seharusnya
sederajat dengan UU sehingga bisa dibatalkan jika bertentangan dengan konstitusi
melalui pengujian ke MK.

Pendapat senada juga dikemukakan Pengajar llmu Peraturan Perundang-
undangan Universitas Indonesia Sonny Maulana Sikumbang menilai masuknya
TAP MPR ke dalam hierarki merupakan langkah mundur. Karena, menurut
Sonny, dahulu TAP MPR sudah dikeluarkan dari hierarki peraturan perundang-
undangan. Sonny menilai kembalinya TAP MPR ke dalam hierarki lebih kental
muatan politisnya daripada ilmiahnya.?

Jauh sebelumnya, mengenai kedudukan TAP MPR Guru Besar IImu Hukum
Universitas Padjadjaran Sri  Soemantri pernah berpendapat bahwa setelah
amandemen UUD 1945 terjadi perubahan mendasar atas kedudukan MPR. MPR,
menurutnya, tidak lagi sebagai lembaga negara tertinggi dan tidak akan ada lagi
bentuk hukum yang namanya ketetapan MPR.? Dalam kesempatan yang
sama, pakar Ilmu Peraturan Perundang-undangan Ul yang kini adalah hakim
MK Maria Farida Indrati juga menyatakan bahwa karena sekarang presiden
dipilih oleh rakyat, maka Presiden bukan lagi sebagai mandataris MPR sehingga

untuk selanjutnya tidak boleh ada lagi TAP yang memberikan mandat ke presiden.

7 Asshiddigie “penetapan TAP MPR di atas Undang-Undang "2011.hal 1-2

8Sikumbang “masuknya TAP MPR ke dalam hierarki Peraturan Perundang-
Undangan “Jurnal hukum, vol,1.(2010) hal-1-122

Soemantri.” “TAP MPR Guru Besar Ilmu Hukum”. Perubahan Amandemen UUD 1945”
Jurnal politika.vol.3,no01,mei 2012.hal 20-22


https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d19a92f07225/maria-farida-indrati-pantang-berhenti-mengasah-ilmu

MPR, menurutnya, tidak berwenang membuat ketetapan yang bersifat mengatur,
tapi sebatas ketetapan MPR yang bersifat beshicking.'

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, dirasa perlu untuk
dilakukan penelitian dan dikaji dengan judul “Analisis Kedudukan Hukum
Ketetapan MPR RI Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pernyataan latar belakang di atas maka masalah dalam
penelitian ini sebagai berikut :
1. Bagaimana Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana Kedudukan Hukum Ketetapan MPR RI Sebelum UU Nomor
12 Tahun 20117
3. Bagaimana Kedudukan Hukum Ketetapan MPR RI Setelah UU Nomor
12 Tahun 20117
C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk :
1. Mengetahui Herarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
2. Mengetahui Kedudukan Hukum Ketetapan MPR RI Sebelum UU Nomor
12 Tahun 2011.
3. Mengetahui Kedudukan Hukum Ketetapan MPR RI Setelah UU Nomor

12 Tahun 2011.

Y ndrati dalam hal ini Kusumasari. “Jika UU bertentangan dengan TAP MPR, ke mana
mengujinya ?”.17 Oktober 2011. Dalam https://www.hukumonline.com/klinik/a/jika-uu-
bertentangan-dengan-tap-mpr-ke-mana-mengujinya--1t4e8e951180934. Diakses 7 Februari 2023,
pukul 20.01 WITA.


https://www.hukumonline.com/klinik/a/jika-uu-bertentangan-dengan-tap-mpr-ke-mana-mengujinya--lt4e8e951180934.%20Diakses
https://www.hukumonline.com/klinik/a/jika-uu-bertentangan-dengan-tap-mpr-ke-mana-mengujinya--lt4e8e951180934.%20Diakses

D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
a. Hasil Penelitian diharapkan dapat menambah literatur dan sumber
informasi di lingkungan studi Program Hukum Tata Negara.
b. Penelitian ini  diharapkan untuk memberikan pemahaman,
pengetahuan, dan gambaran utuh Kedududkan Hukum Ketetapan
MPR berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi pemerintah sebagai gambaran penjelasan utuh terkait
Kedududkan Hukum Ketetapan MPR berdasarkan Undang-Undang
No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan.
b. Bagi Masyarkat, agar dapat memahami terkait utuh Kedududkan
Hukum Ketetapan MPR berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun
2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dapat di identifikasikan beberapa
penelitian yang dianggap mirip dengan masalah yang akan di teliti dalam
penelitian ini, adapun penelitian yang dimaksud adalah:

1. Penelitian yang dilakukan Samsul Arifin pada tahun 2016 yang
berjudul “Analisis Yuridis Normatif Keberadaan Tap MPR dalam

Hierarki Peraturan Perundang-Undangan berdasarkan kedudukan dan



Kewenangan Konstitusional MPR RI”.* Metode Penelitian yang di
gunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif, Hasil penelitian
dikarenakan adanya TAP MPR yang masih dinyatakan berlaku, akan
tetapi dimasukkannya TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang-
undangan tersebut memunculkan permasalahan mulai urgensi
dimasukkannya kembali TAP MPR itu sendiri dalam hierarki peraturan
perundang-undangan Karen di lihat dari kewenangan. Persamaan
penelitian terdahulu dengan penelitian ini pada objek penelitian yaitu
sama-sama membahas mengenai MPR dan UU No 12 tahun 2011
Tentang pembentukan Peratuan Perundang-Undangan. Perbedaan
penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada
penelitian ini membahas terkait Dimasukkannya kembali TAP MPR
dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelitian
yang akan dilakukan mengenai Kedudukan Ketetapan MPR RI
Berdasarkan Undaang-Undang No 12 tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

2. Penelitian yang dilakukan Taufuk Ismail pada tahun 2014 yang berjudul
“Konsepsi dan Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat Dikaitkan dengan
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam Sistem

Tata Negara Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang.”.*? Metode

1 Arifin “Analisis Yuridis Normatif Keberadaan Tap MPR dalam Hierarki Peraturan
Perundang-Undangan berdasarkan kedudukan dan Kewenangan Konstitusional MPR RI,” Skripsi
uin muhammadia malang ,vol 6, no. 2 (2013): 90-104.

12 Ismail “Konsepsi dan Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat Dikaitkan dengan Kedudukan
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam Sistem Tata Negara Indonesia Pasca Perubahan
Undang-Undang “Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2014): 90-104



Penelitian Yang di gunakan dalam Pendlitian ini yaitu menggunakan
metode Yuridis Normatif. Hasil penelitian kedaulatan rakyat di
Indonesia merupakan pelaksanaan kedaulatan Tuhan oleh seluruh
rakyat, dan perintah Tuhan tersebut dimusyawarahkan oleh wakil rakyat
yang dipilih melalui pemilihan umum dan hasil musyawarah tersebut
ditetapkan dalam bentuk Hukum. Kedaulatan rakyat di Indonesia
berdasarkan Pancasila yang mengutamakan musyawarah untuk
mufakat. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini pada
objek penelitian yaitu sama-sama membahas mengenai MPR dan UU
No 12 tahun 2011 Tentang pembentukan peratuan Perundang-
undangan. Perbedaan Penelitian ini dengan penelitian yang akan di
lakukan yaitu pada penelitian ini membahas tentang konsep kedaulatan
rakyat menurut doktrin konstitusi di Indonesia dan peraturan
perundang-undangan serta mengetahui implementasi kedaulatan rakyat
di Indonesia dan mengetahui kedudukan kedaulatan rakyat, Sedangkan
Penelitian yang akan di lakukan mengenai mengenai Kedudukan
Ketetapan MPR RI Berdasarkan Undaang-Undang No 12 tahun 2011
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Penelitian yang dilakukan M.Yuhdi Batubara pada tahun 2012 yang
berjudul “Wewenang Pengujian Ketetapan MPR Pasca berlakunya
Undang-Undang lembaga Negara yang berwenang untuk melakukan
pengujian terhadap Tap MPR yang bersifat regeling berdasarkan Tap

MPR Nomor 1/MPR/2003 dan pasca berlakunya UU Nomor 12 Th.
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2011 adalah MK”.2 Metode penelitian yang di gunakan dalam
penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif. Hasil Penelitian
lembaga Negara yang berwenang untuk melakukan pengujian terhadap
Tap MPR yang bersifat regeling berdasarkan Tap MPR Nomor
1/MPR/2003 dan pasca berlakunya UU Nomor 12 Tahun 2011 adalah
MK. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini pada objek
penelitian yaitu sama-sama membahas mengenai MPR dan UU No 12
tahun 2011 Tentang pembentukan peratuan Perundang-undangan.
Perbedaan penelitian ini dngan penelitian yang akan dilakukan yaitu
pada penelitian ini Membahas mengenai kedudukan MPR pasca
Amandemen UUD 1945, Semangat Pembentukan MK, Wewenang
Pengujian Ketetapan MPR, Sedangkan Penelitian yang akan dilakukan
Membahas Tentang Status dan Kedudukan Ketetapan MPR RI
Berdasarkan Undaang-Undang No 12 tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

4. Penelitian yang dilakukan Nisriana Irbah Sati tahun 2020 yang berjudul
“Ketetapan MPR Dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan
Di Indonesia”.** Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian
ini yaitu menggunakan metode kualitatif. Hasil Penelitian Berubahnya

posisi MPR yang tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara dalam

13 Batubara. Wewenang Pengujian Ketetapan MPR Pasca berlakunya Undang-Undang
lembaga Negara yang berwenang untuk melakukan pengujian terhadap Tap MPR yang bersifat
regeling berdasarkan Tap MPR Nomor 1/MPR/2003 dan pasca berlakunya UU Nomor 12 Th.
2011 adalah MK..” Jurnal Inovatif vol 6, no. 2 (2013): 90-104

14 Sati “Ketetapan MPR Dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Di
Indonesia.” Jurnal Hukum & Pembangunan 49 (4), 834-846, 2020
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struktur ketatanegaraan sejak berlakunya UUD NRI 1945 Amandemen
ke-1V berdampak pula terhadap susunan peraturan perundang-undangan
dalam hubungannya dengan eksistensi Tap MPR yang Kini hanya
berfungsi sebagai beschikking. Karenanya, perlu untuk mencari tahu
sejauh apakah legitimasi Tap MPR sebagai peraturan perundang-
undangan. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini pada
objek penelitian yaitu sama-sama membahas mengenai Kedudukan
MPR. Perbedaan penelitian ini dngan penelitian yang akan dilakukan
yaitu pada penelitian ini Membahas mengenai Posisi MPR sebagai
lembaga tertinggi negara tersebut disertai pula dengan fungsi legislasi,
di mana MPR dapat membuat produk hukum sendiri, bernama Tap
MPR. Sedangkan Penelitian yang akan dilakukan Membahas Tentang
Kedudukan Ketetapan MPR RI Berdasarkan Undaang-Undang No 12
tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

5. Penelitian yang dilakukan Hernadi Affandi tahun 2016 yang berjudul
“Prospek Kewenangan MPR dalam Menetapkan Kembali Ketetapan
MPR yang Bersifat Mengatur”.”> Metode penelitian yang di gunakan
dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif. Hasil
Penelitian Pemberian kembali kewenangan kepada MPR untuk
mengeluarkan produk hukum MPR yang bersifat mengatur tidaklah
mudah. Karena pemberian kewenangan tersebut akan berkaitan dengan

status dan kedudukan MPR. Dengan status dan kedudukan seperti saat

> Affandi “Prospek Kewenangan MPR dalam Menetapkan Kembali
Ketetapan MPR yang Bersifat Mengatur” Jurnal Hukum Positum 1 (1), 39-50, 2016
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ini, MPR tampaknya tidak mungkin diberi kewenangan seperti sebelum
perubahan UUD 1945 karena MPR bukan lagi sebagai pelaksana
kedaulatan rakyat dan lembaga negara tertinggi. Persamaan penelitian
terdahulu dengan penelitian ini pada objek penelitian yaitu sama-sama
membahas mengenai Kedudukan MPR. Perbedaan penelitian ini dngan
penelitian yang akan dilakukan yaitu pada penelitian ini Membahas
mengenai keberadaan MPR dan Ketetapan MPR dalam sistem hukum;
tinjauan tentang materi muatan Tap MPR masa lalu; dan prospek
kewenangan MPR dalam mengeluarkan ketetapan yang bersifat
mengatur. Sedangkan Penelitian yang akan dilakukan Membahas
Tentang Kedudukan Ketetapan MPR RI Berdasarkan Undaang-Undang
No 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan.
F. Deskripsi Teori
1. Sejarah Berdirinya MPR
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Rl adalah lembaga negara
Indonesia yang dibentuk untuk memperjuangkan aspirasi rakyat dalam rangka
menegakkan nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan rakyat dalam
wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. MPR didirikan pada tanggal 8 Maret
1965 melalui Surat Keputusan Presiden Rl Nomor 48/1965. Namun, sejarah MPR
dimulai sejak 1 Juni 1945 melalui sidang PPKI, dan pada awal berlakunya
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pra Amandemen)

dimulailah lembaran pertama sejarah MPR, yakni terbentuknya KNIP sebagai
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cikal bakal MPR. Dalam UUD NRI Tahun 1945, lembaga negara adalah MPR,
DPR, DPD, Presiden, BPK, MA.

Terbentuknya MPR-RI sebetulnya merupakan ide dari salah satu bapak
pendiri (founding father) Republik Indonesia, Muhammad Yamin. Dalam UUD
NRI Tahun 1945, lembaga negara adalah MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA.
Untuk mewujudkan hal tersebut, dibentuk lembaga permusyawaratan rakyat dan
lembaga perwakilan yang diharapkan mampu memperjuangkan aspirasi rakyat
dalam rangka menegakkan nilai-nilai demokrasi, keadilan dan kesejahteraan
rakyat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 8 Maret
1965, MPR didirikan melalui Surat Keputusan Presiden Rl Nomor 48/1965.

Berikut adalah beberapa titik penting sejarah MPR RI di Indonesia:

1. 1956: Lembaga MPR pertama kali didirikan sebagai bagian dari upaya
pembentukan konstitusi di Indonesia setelah kemerdekaan. Pada saat itu,
MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) berfungsi sebagai konstituante
yang bertugas untuk merumuskan UUD.

2. 1967: Setelah beberapa amendemen konstitusi, pada tahun 1967 terjadi
perubahan signifikan dalam kedudukan MPR. Pada tahun ini, MPR diakui
sebagai lembaga tertinggi negara dan memiliki kekuasaan yang lebih
besar. MPR memiliki hak untuk mengubah dan mengamandemen UUD
serta memiliki peran dalam pemilihan presiden.

3. 1971: Melalui amendemen UUD 1945 pada tahun 1971, MPR diberikan

hak untuk memilih dan menetapkan presiden dan wakil presiden.

6 »Majekis Permusyawaratan Rakyat (MPR) , https://www.perplexity.ai/search/

769d34b2-4a7e-4bec-8020-b83265736484?s=c 2022


https://www.perplexity.ai/search/%20769d34b2-4a7e-4bec-8020-b83265736484?s=c
https://www.perplexity.ai/search/%20769d34b2-4a7e-4bec-8020-b83265736484?s=c
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4. 1998: Setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, terjadi
perubahan besar dalam sistem politik dan konstitusi di Indonesia. MPR
mengadakan Sidang Umum MPR yang menghasilkan reformasi konstitusi,
termasuk penambahan prinsip-prinsip demokrasi.

5. 2002: Melalui amendemen UUD 1945 pada tahun 2002, MPR diubah
menjadi lembaga dwilegislasi. Perubahan ini memberikan MPR fungsi
yang lebih terbatas dan memberikan kekuasaan legislatif yang lebih besar

kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dalam sejarahnya, MPR RI telah mengalami beberapa perubahan peran
dan kedudukan sesuai dengan perkembangan politik dan konstitusi di Indonesia.
Perubahan-perubahan ini mencerminkan perubahan arah politik dan upaya untuk
memperkuat demokrasi dan lembaga-lembaga negara di Indonesia.

2. Status dan Kedudukan Hukum

Status Hukum adalah ketentuan atau peraturan yang tertulis maupun tidak
tertulis tersusun secara baik serta teratur yang sifatnya mengikat yang mengatur
dan menyediakan sangsi bagi yang melanggarnya. (kamus Bahasa indonesi
2016)*" sedangkan kedudukan hukum Kedudukan hukum memiliki pemahaman
bahwasannya dimana suatu subyek hukum ataupun obyek hukum berada.

Dengan memiliki kedudukan, subyek hukum ataupun obyek hukum dapat
melakukan tindakan dan wewenang sebagaimana statusnya. Dalam istilah bahasa
latin, kedudukan hukum disebut locus standi yang memiliki makna bahwa suatu

keadaan ketika suatu subyek hukum atau obyek hukum dianggap memenubhi

Y Sandraet, “Kedudukan TAP MPR Dan Implikasinya Terhadap Hierarki Peraturan
Perundang Undangan Di Indonesia.” , no. 2 (2013): 90-104al.,
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persyaratan untuk mengajukan permohonan penyelesaian suatu sengketa yang
terjadi.'®

Kedudukan berarti status, baik untuk sesorang, tempat, maupun benda.
Kamus Besar Bahasa Indonesia kedudukan sering dibedakan antara pengertian
kedudukan (status) dan kedudukan sosial (sosial status). Kedudukan diartikan
sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan
kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta
hak dan kewajiban. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama serta
digambarkan dengan kedudukan (status) saja. Kedudukan juga dapat diartikan
sebagai posisi jabatan seseorang dalam memiliki sebuah kekuasaan. Dimana
Orang yang memiliki kekuasaan dapat mempengaruhi kedudukan atau statusnya
di tempat tinggl tersebut. Pada umumnya, kedudukan pada masyarkat memiliki
tiga macam, yaitu sebagai berikut:*°

a. Ascribed status, kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa

memperhatikan perbedaan rohaniah dan kemampuan. Kedudukan tersebut

diperoleh karena kelahiran, misalnya kedudukan anak seorang bangsawan

adalah bangsawan. Umumnya ascribed status dijumpai pada masyarakat

dengan sistem lapisan yang tertutup, seperti masyarakat feodal, atau

masyarakat tempat sistem lapisan bergantung pada perbedaan rasial.

b. Achieved status, kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha yang

disengaja. Misalnya, setiap orang dapat menjadi seorang guru asalkan

8 Suparyanto dan Rosad, “Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Sistem Peraturan
Perundang-Undangan Di Indonesi,” (2015 5, no. 3 (2020): 248-53.

9 Saeful Kholik Siti Sumartini, Nurwahyuni, “Kedudukan Hukum Dalam Perspektif
Negara Hukum Modern,” Jurnal Suara Hukum 4 (2021): 224-42.
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memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan tersebut bergantung pada yang

bersangkutan bisa atau tidak bisa menjalaninya. Apabila yang bersangkutan

tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut, ia tidak akan mendapatkan
kedudukan yang diinginkan.

c. Assigned status, kedudukan yang diberikan pada seseorang. Kedudukan ini
mempunyai hubungan yang erat dengan achieved status. Suatu kelompok
atau golongan memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada seseorang
yang berjasa yang telah memperjuangkan sesuatu untuk memenuhi
kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Sedangkan Hukum berhubungan erat dengan perkembangan peradaban dan
perkembangan sejarah sosial yang sangat erat dan luas kaitannya. Hukum
merupakan bahasa Arab, yaitu: 4 yang mengandung makna menetapakan.?® Hal
ini memiliki persamaan dengan teori yang dikembangan oleh para ahli hukum
dalam ilmu dan penelitian-penelitian hukum.

Dalam hukum, komponen utamanya adalah masyarakat dan aturan yang di
dalamnya terdapat suatu lembaga yang menyelenggarakan proses pembentukan
dan penerapan hukum. Manusia dibentuk dan dibangun di atas pikiran, norma,
agama, etika, dan nilai sosial-budaya. Kamus hukum menyebutkan, hukum adalah
keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mana tiap-tiap orang Yyang
bermasyarakat wajib menaatinya, bagi pelanggaran terdapat sanksi.?

3. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI)

2 Suparyanto dan Rosad , “Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Sistem Peraturan
Perundang-Undangan Di Indonesi.” (2015 5, no. 3 (2020): 248-53

2L Anna Paula Soares, “Pih/Htn/Han Bab I Konsep Dasar Ilmu Hukum,” Journal of
Chemical Information and Modeling 53, no. 9 (2013): 1689-99.
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MPR adalah lembaga negara. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR),
sekarang ini bukan lagi merupakan lembaga tertinggi negara. la adalah lembaga
negara yang sederajat dengan lembaga negara lainnya. Dengan tidak adanya
lembaga tertinggi negara maka tidak ada lagi sebutan lembaga tinggi negara dan
lembaga tertinggi negara. Semua lembaga yang disebutkan dalam UUD 1945
adalah lembaga negara. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan
lembaga pelaksana kedaulatan rakyat oleh karena anggota Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah para wakil rakyat yang berasal dari
pemilihan umum.?> MPR bukan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat
sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 ,perubahan ketiga bahwa
kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang
dasar.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai nama dalam struktur
ketatanegaraan Republik Indonesia telah ada sejak lahirnya negara ini. Pada awal
disahkannya UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 MPR memiliki posisi
sebagai lembaga negara tertinggi. Sebagai lembaga negara tertinggi saat itu MPR
ditetapkan dalam UUD 1945 sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Sebagai
pemegang kedaulatan rakyat MPR memiliki wewenang memilih dan mengangkat
Presiden dan Wakil Presiden untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Oleh karena memiliki wewenang memilih dan mengangkat Presiden dan
Wakil Presiden, maka MPR memiliki wewenang pula untuk memberhentikan

Presiden dan Wakil Presiden sebelum masa kepemimpinannya berakhir dengan

22 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, “Panduan Pemasya rakatan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia,” 2020, 83.
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Presiden dan Wakil Presiden bertanggung jawab mengatasi haluan negara.
Berubahnya kedudukan MPR memang sering diartikan salah baik terkait dengan
eksistensi lembaga maupun Pimpinan MPR, ia juga berimplikasi pada tugas dan
wewenang MPR. %

Sebagai lembaga negara yang memiliki eksistensi dalam bangunan negara,
MPR diberikan konstitusional yang diberikan dan diserahkan kepada Pasal 3 ayat
(1), (2), dan (3), dan Pasal 8 ayat (1), (2) dan ( 3) UUD Negara RI Tahun 1945.
Dengan sebatas yang terkait dalam pasal-ayat dan ayat-ayat itu, fungsi dan
wewenang MPR sekarang, subtansinya adalah hal-hal yang sangat penting dan
mendasar dalam bernegara. Kedudukan MPR setelah perubahan UUD 1945
adalah Lembaga negara sejajar dengan Lembaga Negara lain, tidak lagi sebagai
Lembaga Negara. MPR yang sekarang bukan lagi sebagai satu-satunya lembaga
yang melakukan kedaulatan rakyat.

Sebelum Perubahan UUD 1945, MPR adalah pelaksana sepenuhnya
kedaulatan rakyat sehingga lembaga-lembaga negara lain memperf jiroleh mandat
dari MPR. Untuk menjalankan kekuasaan tersebut, UUD 1945 sebelum perubahan
memberikan wewenang kepada MPR untuk menetapkan UUD dan garis-garis
besar dari pada haluan negara (Pasal 3 sebelum Perubahan). Untuk menjalankan
wewenang tersebut produk hukum yang dihasilkan oleh MPR adalah UUD dan
Ketetapan MPR. Lembaga-lembaga tinggi negara menjalankan mandat untuk

melaksanakan ketetapan MPR dan mempertanggung jawabkan kepada MPR.?*

2 Suatu Tinjauan and Yuridis Konstitusional, “Eksistensi Majelis Permusyawaratan
Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” 04, no. 02 (2016): 81-107.

%% Suparyanto dan Rosad “Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Hukum,” (2015 , no. 3
(2020): 248-53.
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Adanya perubahan implementasi prinsip kedaulatan rakyat dalam UUD
1945 mengakibatkan perubahan kedudukan dan wewenang MPR. Sejak semua
lembaga negara mendapatkan kekuasaan dari UUD 1945, maka MPR tidak lagi
memiliki wewenang membentuk Ketetapan MPR. MPR lebih berfungsi sebagai
lembaga konstituante (berwenang mengubah dan menetapkan UUD) dan
berfungsi “semacam” joint session dari dua lembaga parlemen, yaitu DPR dan
DPD. Oleh karena itu Ketentuan Pasal 3 UUD 1945 berubah menjadi “Majelis
Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang
Dasar”.

Perubahan tersebut di atas telah ditindaklanjuti oleh MPR sendiri melalui
Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan
Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960
Sampai Dengan Tahun 2002. Konsideran menimbang huruf b dan huruf c
Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 menunjukkan bahwa ketetapan ini lahir
karena perubahan struktur kelembagaan negara dan perubahan kedudukan, fungsi,
tugas, dan lembaga negara.”

Sistem Kketatanegaraan Indonesia dari supremasi MPR kepada sistem
kedaulatan rakyat yang diatur melalui UUD NRI Tahun 1945. Undang-Undang
Dasar itulah yang menjadi dasar dan rujukan utama dalam menjalankan
kedaulatan rakyat. Aturan dalam UUD NRI Tahun 1945 itulah yang mengatur dan

membagi pelaksanaan kedaulatan rakyat itu sendiri dan/atau kepada berbagai

% Siregar, “‘Kedudukan Ketetapan MPR Pasca UU No. 12 Tahun 2011." 2016,1-124
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lembaga negara. Perubahan itu menetapkan bahwa kedaulatan tetap di tangan
rakyat, sedangkan lembaga-lembaga negara melaksanakan bagian-bagian dari
kedaulatan itu menurut wewenang, tugas, dan fungsi yang diberikan oleh UUD
NRI Tahun 1945.

Dengan perubahan itu tidak dikenal lagi istilah lembaga tertinggi negara
maupun lembaga tinggi negara. Kedudukan setiap lembaga negara bergantung
pada wewenang, tugas, dan fungsi yang diberikan oleh UUD NRI Tahun
1945.%yang ada di tangan rakyat dapat di lihat dari segi ruang lingkupnya (scope
of power), dan juga dari segi jangkauan kekuasaannya (domain of power).
Lingkup kedaulatan rakyat itu menyangkut kegiatan apa saja yang dilakukan
dalam lingkup kedaulatan rakyat tersebut, sedangkan jangkauan kedaulatan
menyangkut siapa yang menjadi penguasa atau pemegang kekuasan tertinggi itu
dan siapa subjek yang dijangkau oleh pengaruh kekuasaan tersebut.’

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penbentukan Peraturan
perundang-undangan.

Pembentukan UU No. 11 Tahun 2020 sudah memenuhi asas-asas
pembentukan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan dengan UU No. 12
Tahun 2011 yang tertulis dalam Pasal 5 UU No 12 Tahun 2011. Agar
pembentukan Peraturan Perundang-undangan tetap selalu berdasrkan dengan
ketentuan yang berlaku dan asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, agar Peraturan perundang-undangan yang dibentuk berlandaskan

hukum yang kuat dan tidak diragukan keefesiensi Peraturan Perundang-undangan

% Fauzin“Kedudukan TAP MPR Dan Implikasinya Terhadap Hierarki Peraturan
Perundang Undangan Di Indonesia.”
21 Siregar, “‘Kedudukan Ketetapan MPR Pasca UU No. 12 Tahun 2011. 2016,1-124
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tersebut.

Agar pengaturan mengenai Omnibus Law tersebut segara dibentuk

pengaturan resmi lebih lanjutnya sehingga Omnibus Law memiliki status hukum

yang kuat di Indonesia dan dapat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara

Kesatuan Republik Indonesia 1945 dan tidak diragukan lagi pembentukan

Peraturan Perundang-undangan menggunakan metode Omnibus Law.?

Konsideran Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan PUU:%

a.

bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara
berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang
dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem
hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap
rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-
undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan
peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode
yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang
berwenang membentuk peraturan perundang-undangan.

bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan masih terdapat kekurangan

dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat

% Siallagan,“Analisis Hukum Pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta

Kerja Dalam Perspektif Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” Nommensen.Journal.
01(2022):1-12

% Monik. ., “Peraturan-Peraturan Perancang Puu,” no. 12 (2011).
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mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik
sehingga perlu diganti.
Undang-Undang No 12 Tahun 2011 T entang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan:
Pasal 1

a. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan
Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan,
pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

b. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat
norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan
oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang
ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

c. Undang-Undang adalah Peraturan Perundangundangan yang dibentuk oleh
Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.

d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan
Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal
kegentingan yang memaksa.

e. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundangundangan yang
ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana
mestinya.

f.  Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan
oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan
yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.

g. Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang
dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan
persetujuan bersama Gubernur.

h. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan
yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

i. Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah
instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang
disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

J. Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah
instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang
disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

k. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum
dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat
dipertanggung jawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah
tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan
Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
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I.  Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita
Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran
Daerah, atau Berita Daerah.

m. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita
Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran
Daerah, atau Berita Daerah.

n. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan
Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

0. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan
Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

p. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang®

Dengan diperhatikanya hal-hal yang disampaikan pemohon maka penulis
melakukan penelitian dengan memperhatikan hal-hal yang disampaikan oleh
pemohon terhadap Mahkama Konstitusi. Bahwasanya dalam setiap pembentukkan
peraturan Perundang-undangan hal yang harus diperhatikan adalah asas, asas
bertujuan sebagai dasar untuk pembentukkan suatu peraturan perundang-
undangan.*

Disini, istilah kewajiban untuk Menyusun KLHS digantikan dengan istilah
dengan memperhatikan yang memiliki makna bukan sebagai persyaratan
melainkan sebagai pertimbangan semata. Hal di atas tersebut adalah isi dalam

putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan adanya pelemahan di hubungan

%0 Badriyah, “Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentuka Peraturan
Perundang-Undangan,” no. July (2011): 1-7.

31 Janpatar. "Legal Dynamics And Implementation Problems Of Judicial Review
Authority In Simamora and The Supreme Court.” Jurnal Dinamika Hukum, “Simamora, Janpatar.
‘Legal Dynamics And Implementation Problems Of Judicial Review Authority In The Supreme
Court.” Jurnal Dinamika Hukum,” no. 086430 (2021): 1-13.
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KLHS dan Tata Ruang.

Hal di atas tersebut dianggap oleh Pemohon dapat semakin menimbulkan
konflik antara pelaku usaha yang menguasai lahan dengan masyrakat pemegang
hak ulayat atas lahan tersebut dikarenakan pemberlakuan tindak pidana
dihilangkan dan hanya diberikan sanksi administrative sehingga dianggap tidak
akan memberikan efek jera terhadap pelanggar. *

G. Metode Penelitian
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang diguanakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan normatif. Pendekatan normative adalah penelitian perpustakaan yang
mengkaji peraturan perundang-undangan, bahan pustaka, dokumen, atau data
sekunder yang ada.*®

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yakni metode penelitian
kualitatif. Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk
mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan
dibuktikan suatu pengetahuan tertentu pada gilirannya dapat diguanakan untuk
memahami, memecahkan an mengantisipasi masalah.*

2. Fokus Penelitian
Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelittian pada status dan
kedudukan hukum ketetapan MPR berdasrkan Undang-Undang No 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

%2 »perkins, Peraturan Wewenang Dan Tugas MPR,Jurnal GL Dergisi, vol. 8, 2020,
https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798%0A:

%3 Ibrahim, teori dan penelitian hukum normative, (Jakarta: bayu media buplishing, 2005),
241,

Sugiyono,Metode Penelitian Kualitatif,Kuantitatif, R &D (Bandung:Alfabeta,2016), 5.



25

3. Desain Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan
Yuridis Normatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang di gunakan apabila
faktor penelitian tidak dapat di kualifikasi atau tidak di hitung sehingga variable
tidak di gunakan dengan angka, seperti persepsi, pendapat, anggapan dan
sebagainya. Sedangkan pendekatan Normatif yaitu pendekatan yang di lakukan
dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan
dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan ini dikenal
pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku,
peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan
penelitian ini.
4. Sumber Data
Sumber yang di gunakan dan di olah dalam penelitian ini adalah data yang
berasal dari sumber kepustakaan. Data yang di gunakan dalam penelitian ini
terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.*

1. Bahan hukum primer yaitu perundang-undngan nasional seperti
Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tenteng pembentukan peraturan
perundang-undangan dan Undang-Undang No 10 Tahun 2004 tentang
pembentukan peraturan perundang-undangan.

2. bahan hukum sekunder yaitu data yang di perolrh dari sumber-sumber

yang telah ada dengan membaca dan memahami melalui media lain

% Sugiyono 37-72. Retrieved from Beckerl. (2015). Data dan Sumber Data Kualitatif.
Syria Studies, 7(1), “Jurnal Sumber Data Penelitian Kualitatif,” 4, no. 1 (2557): 88-100.
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yang bersumber dari literature, buku-buku, serta dokumen yang
berkaitan dengan penelitian ini.*®
3. Sedangkan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum pendukung seperti
bahan digital dan internet.*’
5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang digunakan dalam
pengumpulan data berupa pencatatan peristiwa, hal-hal, keterangan atau
karakteristik dari sebagian atau seluruh elemen masyarakat. Pengumpulan data ini
bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai

tujuan penelitian.®

Mengingat penelitian ini adalah penelitian yang bersifat
Yuridis Normatif yang memusatkan perhatian pada data sekunder, maka Teknik
Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara :

a. Studi kepustakaan

Teknik pengumpulan data dititik beratkan pada penelitian kepustakaan
(Library Research) yaitu bersumber dari buku-buku, literatur, kamus-kamus
hukum, Undang-Undang, dan jurnal-jurnal hukum, dan dokumen lain yang
mempunyai kaitannya dengan penelitian ini.

6. Pemeriksaan Keabsahan Data
Dalam mengecek keabsahan data, penulis menggunakan teknik keabsahan

data dengan cara triangulasi dimana teknik pemeriksaan keabsahan data yang

% | Ketut Suardita, “Penganalan Bahan Hukum (PBH),” Simdos.Unud.Ac.1d, 2017, 3.

%7 Sugiyono, “Bab 111 - Metode Penelitian Metode Penelitian,” Metode Penelitian, 2018,
32-41.

*8Gulo, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Pt. Grasindo, 2005), 110.
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memanfaatkan sesuatu dengan yang lain, diluar data itu untuk keperluan
pengecekan atau sebagai pembandingan data itu.

Trianggulasi data digunakan sebagai suatu proses memantapkan
kepercayaan (kredibilitas/validasi) dan konsistensi (readibilitas) data, triangulasi
mencari dengan cepat pengujian data yang sudah ada untuk memperkuat dan
meningkatkan kebijakan, serta program yang berbasis pada bukti yang telah
tersedia. Sehingga penulis tidak hanya menggunakan satu sumber saja, melainkan
menggunakan beberapa sumber untuk pengumpulan data.

Selain itu triangulasi juga merupakan cara terbaik untuk menghilangkan
perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi
ketika mengumpulkan data tentang berbagai macam kejadian dan hubungan dari
beberapa pandangan. Dengan kata lain bahwa dengan triangulasi, penulis dapat
me-rechek temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber,
metode dan teori. Dengan cara ini penulis dapat menarik kesimpulan yang tidak
hanya terdiri dari satu cara pandang sehingga bisa diterima keberadaannya.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan
benar sehingga mudah dibaca dan diinterpretasikan. Teknik analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif yaitu
dengan cara menggunakan studi kepustakaan serta pemilihan teori-teori, asas-
asas, norma-norma, doktrin, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang yang relevan
dengan permasalahan yang akan diteliti, data yang dianalisis secara kualitatif akan

dikemukakan dalam uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data
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diseleksi kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan

kesimpulan terhadap permasalahan yang dimaksud.*

H. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir merupakan konseptual bagaimana satu teori berhubungan
di antara berbagai faktor yang telah didefinisikan penting terhadap masalah
penelitian. Dalam kerangka pemikiran, peneliti harus menguraikan konsep atau
variable penelitiannya secara lebih terperinci. Sugiyono sebagaimana dikutip
dalam Nur menjelaskan bahwa kerangka pikir yang baik akan menjelaskan secara
lebih krisis pertautan antara variable yang di teliti.

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti memberikan gambaran

kerangka pikir tersebut dalam bentuk bagan sebagai berikut.

¥ Sirajuddin dan Saleh, “Penerbit Pustaka Ramadhan, Bandung,” Analisis Data

Kualitatif, 2016, 180, https://core.ac.uk/download/pdf/228075212.pdf.
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BAB I1
HIERARKI PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
A. Jenis Peraturan Perundang-Undangan
Sebagai konsekuensi dari pilihan negara hukum maka segala aspek
kehidupan dalam bidang kemasyarakatan dan pemerintahan Indonesia harus
senantiasa berdasarkan atas hukum yang salah satunya terwujud dalam berbagai
peraturan negara. Peraturan negara (staatsregelings) menurut M.Solly Lubis
adalah peraturan-peraturan tertulis yang diterbitkan oleh instansi resmi, baik
dalam pengertian lembaga maupun dalam pengertian pejabat tertentu meliputi
Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan
pemerintah, Peraturan Daerah, instruksi, surat edaran, pengumuman, surat
keputusan, dan lain-lain.*°
Peraturan negara (staatsregelings) atau keputusan dalam arti luas
(besluiten) dapat dibagi dalam 3 (tiga) kelompok yakni wettelijk regeling
(peraturan perundang-undangan), beleidsregels (peraturan kebijaksanaan), dan
beschikking (penetapan). Termasuk dalam wettelijk regeling (peraturan
perundang-undangan), seperti UUD, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan
Daerah, Peraturan Desa, dan lain-lain. Termasuk beleidsregels (peraturan

kebijaksanaan), seperti instruksi, surat edaran, pengumuman dan lain-lain.

“Lubis, M. S. (1977). Landasan dan Teknik Perundang-undangan. Bnadung:
Alumni.MD, M. M. (2010). Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi.
Jakarta: Rajawali Press.
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Sementara termasuk beschikking (penetapan), seperti surat keputusan dan lain-
lain.**

Terdapat 4 sifat atau ciri dari suatu peraturan perundang-undangan
(wettelijk regeling) yaitu, pertama, berupa keputusan tertulis, jadi mempunyai
bentuk atau format tertentu. Kedua, dibentuk, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh
pejabat yang berwenang, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah berdasarkan
atribusi maupun delegasi. Ketiga, berisi aturan pola tingkah laku, dengan
demikian peraturan perundang-undangan bersifat mengatur (regulerend), tidak
bersifat sekali jalan (einmahlig). Keempat, mengikat secara umum (karena
ditujukan kepada umum), artinya tidak ditujukan kepada seseorang atau individu
tertentu/ tidak bersifat individual.*?

Mengenai apa saja jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia saat
ini, maka rujukannya adalah Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011.
Pasal 7 ayat (1) mengatur jenis peraturan perundang-undangan adalah: a. Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan
Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selain jenis peraturan perundang-undangan yang diakui oleh Pasal 7 ayat

(1), Pasal 8 ayat (1) juga mengatur Jenis Peraturan Perundang-undangan lainnya

yang mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat,

* Astawa, | Gde Pantja & Na,a, S. (2008). Dinamika Hukum dan llmu Perundang-
undangan di Indonesia. Bandung: Alumni.
* Ranggawidjaja, R. (1998). Pengantar llmu Perundang-undangan Indonesia. Bandung:

Mandar Maju.
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Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung,
Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank
Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk
dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Untuk dapat
diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai
peraturan perundang-undangan maka Pasal 8 ayat (2) mensyaratkan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) diperintahkan
oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan
kewenangan.*

Terhadap pengaturan jenis peraturan perundang-undangan oleh Pasal 7
ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) terdapat beberapa permasalahan yang
perlu mendapat perhatian. Keberadaan Pasal | 8 aya t (1) telah menimbulkan
permasalahan mengingat sesuali dengan sifat atau ciri peraturan perundang-
undangan maka tidak semua jenis peraturan yang dibentuk oleh lembaga negara
atau pejabat dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan.
Keberadaan Pasal 8 ayat (1) telah memberikan pemahaman baru bahwa semua
peraturan seperti peraturan MPR, peraturan DPR, peraturan DPD, peraturan MA,
peraturan MK masuk Kkategori peraturan perundang-undangan sepanjang

diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau di

** Ranggawidjaja, R. (1998). Pengantar lImu Perundang-undangan Indonesia. Bandung:
Mandar Maju.
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bentuk berdasarkan kewenangan. Padahal tidak semua lembaga tersebut dapat
membentuk peraturan yang mengikat ke luar.

Sebagai contohnya adalah Peraturan MA dan Peraturan MK, dimana tidak
seharusnya badan peradilan diberikan kewenangan untuk membentuk peraturan
perundang-undangan. Sudah menjadi pemahaman bahwa dalam sistem negara
yang berdasarkan hukum syarat yang pertama adalah pengadilan itu tidak
seharusnya membuat peraturan yang bersifat umum dan mengatur keluar.

Keberadaan Peraturan MA dan Peraturan MK seharusnya tidak boleh
bersifat perundang-undangan artinya tidak boleh mengikat keluar. Menurut
Alexander Hamilton dalam Federalist Paper 78 kekuasaan kehakiman adalah
kekuasaan yang paling netral dalam pengertian bahwa sesuai dengan sifat.** dan
fungsinya kekuasaan yudikatif berbeda dengan kekuasaan eksekutif yang
memegang kekuasaan pelaksana negara dan cabang legislatif yang memegang
kekuasaan penggunaan keuangan negara dan menentukan Undang-Undang yang
berlaku, maka kekuasaan yudikatif tidak memegang salah satu pun dari kekuasaan
tersebut.*”

Berdasarkan sifat kekuasaan yudikatif yang netral, maka hakim diberikan
kekuasaan tidak hanya untuk menangani kasus peradilan umum pidana atau
perdata, melainkan lebih luas dari itu, juga menjadi hakim untuk keadilan
konstitusi. Bentuk dari menjadi hakim keadilan konstitusi dilakukan dengan

meletakkan kewenangan badan kehakiman untuk melakukan uji materiil peraturan

* Hamilton (2006) dalam Federalist Paper 78 kekuasaan kehakiman Kekuasaan paling
Netral:Hal-1

*® Thalib, A. R. (2006). Wewenang Mahkamah Konstitusi & Implikasinya dalam sistem
Ketatanegaraan RI. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
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perundang-undangan yang diberlakukan apakah sesuai dengan konstitusi atau
tidak.

Di Indonesia kekuasaan tersebut diletakkan di tangan Mahkamah
Konstitusi dan Mahkama Agung . Mahkama Konstitusi sesuai dengan Pasal 24C
ayat (1) UUD 1945 memiliki kewenangan menguji UU terhadap UUD.
Sementara MA sesuai Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 berwenang menguji
peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-
undang.

Mengingat konstruksi sifat dasar kekuasaan yudikatif dan diberikannya
kewenangan menguji konstitusionalitas peraturan perundang-undangan kepada
badan yudikatif yaitu MK dan MA, maka keputusan menggolongkan Peraturan
MK dan Peraturan MA sebagai jenis peraturan perundang-undangan akan
menimbulkan potensi kesewenang-wenangan dan melanggar prinsip supremasi
konstitusi mengingat peraturan tersebut tidak dapat menjadi objek pengujian di
pengadilan. Tentu tidak mungkin MA akan mengadili permohonan judicial
review pengujian Peraturan MA apabila diajukan oleh warga negara mengingat
MA pula yang membentuk Peraturan MA tersebut.°

Selain MK dan MA maka terdapat beberapa lembaga negara yang dari segi
fungsi dan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 sebenarnya tidak
memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang
bersifat umum dan berlaku keluar. Diantara lembaga negara yang dimaksud

tersebut adalah MPR, DPR (sebatas membentuk UU dengan persetujuan

* Thalib, A. R. (2006). Wewenang Mahkamah Konstitusi & Implikasinya dalam sistem
Ketatanegaraan RI. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
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Presiden), DPD (hanya sebatas mengajukan rancangan undang-undang kepada
DPR), dan BPK yang hanya berwenang membentuk peraturan yang mengikat ke
dalam.*’

Dari cabang-cabang kekuasaan negara yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif
pada dasarnya yang diberikan kuasa mengatur melalui pembentukan peraturan
perundang-undangan adalah cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif. Lembaga
legislatif merupakan organ utama pembentuk produk legislatif sementara lembaga
eksekutif bertindak sebagai lembaga sekunder dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan (utamanya peraturan di bawah undang-undang). Menurut A
Hamid S. Attamimi kekuasaan mengatur oleh lembaga legislatif dinamakan
dengan pouvoir legislatif, sedangkan kekuasaan mengatur yang dimiliki oleh
lembaga eksekutif untuk menjalankan atau mengatur bekerjanya UU disebut
dengan pouvoir reglementaire.*®

Meskipun badan-badan’ diluar lembaga legislatif memiliki wewenang
untuk membentuk peraturan perundang-udangan namun pada dasarnya tidak
semua jenis peraturan yang disebut dalam Pasal 8 ayat (1) tepat disebut sebagai
peraturan perundang-undangan , melainkan masih dapat dikelompokkan dalam
beberapa kategori yaitu, Pertama, peraturan lembaga yang mempunyai daya ikat
hanya internal saja, yaitu hanya mengikat organisasi pembuat peraturan karena

berkaitan dengan peraturan tata tertib lembaga, susunan organisasi dan sejenis.

*" Soeprapto, M. F. 1. (2007). llmu Perundangundangan jilid I, Jenis, Fungsi dan Materi
Muatan. Yogyakarta: Kanisius.

8 Latif, A. (2014). Hukum Administrasi Dalam Praktik 8 Masalah - Masalah Hukum,
Jilid 47 No. 1, Januari 2018, Halaman 1-9 Tindak Pidana Korupsi, Edisi 2. Jakarta: Kencana.
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Masuk kategori ini diantaranya adalah Peraturan MPR, Peraturan DPR, Peraturan
DPD, Peraturan Komisi Yudisial.

Kedua, Peraturan lembaga yang pada prinsipnya sebenarnya mengikat
internal, namun dalam pelaksanaannya banyak berhubungan dengan subjek-
subjek lain di luar organisasi yang akan terkait bila hendak melakukan perbuatan
hukum tertentu yang berkaitan dengan lembaga tersebut, diantaranya Peraturan
MA dan Peraturan MK, terutama untuk berbagai peraturan mengenai pedoman
beracara. Ketiga, Peraturan lembaga yang masuk kategori peraturan perundang-
undangan karena mempunyai kekuatan mengikat umum yang lebih luas, misalnya
Peraturan Bank Indonesia.*

Atas berbagai permasalahan terkait jenis peraturan perundang-undangan
dalam UU 12/2011 maka perlu dilakukan usaha penyempurnaan Vyaitu
mengeluarkan beberapa jenis peraturan lembaga/badan yang sebenarnya tidak
berkategori sebagai peraturan perundang-undangan melainkan berkategori sebagai
peraturan intenal yang mengikat ke dalam dari jenis peraturan perundang-
undangan sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (1). Beberapa peraturan lembaga yang
harus dikeluarkan diantaranya adalah peraturan MPR, peraturan DPR, peraturan
DPD, peraturan MA, peraturan MK, Peraturan Komisi Yudisial dan Peraturan
BPK.

Dari pembahasan terkait sifat dan kedudukan/kekuasaan tertinggi maka
wajib untuk kita pahami bahwa islam mengajarkan cara pandang terhadap sesame

manusia dalam persfektif persamaan derajat dan kemuliaan martabat

9 Latif, A. (2014). Hukum Administrasi Dalam Praktik 8 Masalah - Masalah Hukum,
Jilid 47 No. 1, Januari 2018, Halaman 1-9 Tindak Pidana Korupsi, Edisi 2. Jakarta: Kencana.
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kemanusiaan. Ajaran prinsip tersebut melahirkaan prinsip persamaan manusia
dimata hukum. Islam lebih jauh menegakkan prinsip-prinsip kemerdekaan,
toleransi dan hak asasi manusia di atas landasan tauhid dan perlindungan martabat
manusia, Umat islam menjadi pionir terdepan dalam menegakkan dan membela
nilai-nilai kemanusiaan sejalan dengan ajaran Al-Qur’an dan As-Sunnah.

Ibnu Taimiyyah menyatakan Agama Islam tidak akan bisa tegak dan
abadi tanpa di tunjang oleh Kekuasaan, dan kekuasaan tidak bisa langgeng tanpa
ditunjang dengan Agama. Dalam Islam istilah Kepemimpinan di kenal sebagai
kata Imamah, Sedangkan kata yang terkait dengan kepemimpinan dan berkonotasi
Pemimpin dalam Islam ada dalam istilah yaitu;

Imam dalam surat Al-Bagarah Ayat 124

ol alle s ) 06 “"'uudsgas;ew\g::\ 35

Callall soee JEY 08 & 573 (a3 JE S i)

Artinya: Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat,
lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia (Allah) berfirman,
“Sesungguhnya Aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh
manusia.” Dia (Ibrahim) berkata, “Dan (juga) dari anak cucuku?” Allah
berﬁrmgaon, “(Benar, tetapi) janji-Ku tidak berlaku bagi orang-orang
zalim.”

Khalifah dalam surat Al-Bagarah Ayat 30;

MUAJ\J\@@u@\MqumU

u/}

/;ﬁa_/\elc\.ayd(f\d\ Ju.uds.\jddm

%0 Al-Bagrah Ayat 124:
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Artinya:Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku
hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau
hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di
sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-
Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu
ketahui.”>*

Pemimpin harus mempunyai keahlian dibidangnya,pemberian tugas atau
wewenang kepada yang tidak berkompeten akan mengakibatkan rusaknya
pekerjaan bahkan organisasi yang menaunginya, Sebagaimana Sabda Rasulullsh
sa.” Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah
masa kehancurannya” (H.R Bukhori dan Muslim)

Karakter yang harus dimiliki dalam sebuah kepemimpinn adalah, Siddiq
(Jujur) seorang pemimpin wajin berperilaku jujur dalam melaksanakan tugasnya.
Jujur dalam arti luas. Tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengganda-gandakan
fakta, tidak berhianat, serta tidak pernah ingkar janji dan lain sebagainya.
Mengapa harus jujur? Karna berbagai tindakan tidak jujur selain merupakan
perbuatan yang jelas-jelas berdosa, jika biasa dilakukan, juga akan mewarnai dan
juga berpengruh Negatif kepada kehidupan pribadi dan keluarga pemimpin itu
sendiri. Bahkan lebih jauh lagi sikap dan tindakan yang seperti itu akan mewarnai
dan mempengaruhi kehidupan bermasyarakat. Sikap jujur dan objektif tidak boleh

dikalahkan oleh pandangan sempit.

Sebagaimana pesan Al-Qur’an (QS Al-Maidah (5) 8)

\//

LMBL&MU\ \).u\jtgjmﬂu)s\ﬁ \jha_s\jhc\‘;s}!\
/°S oz

*t Al-Bagarah Ayat 30;
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Artinya:Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak
keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah
kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak
adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan
bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang
kamu kerjakan.

B. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.

Hierarki peraturan perundang-undangan memiliki arti penting mengingat
hukum adalah sah jika hukum tersebut dibentuk atau disusun oleh lembaga atau
pejabat yang berwenang dengan berdasarkan norma yang lebih tinggi. Norma
yang lebih rendah tidak akan bertentangan dengan norma yang lebih tinggi
sehingga tercipta suatu kaedah hukum yang berjenjang atau hierarki.

Pentingnya hierarki dalam sistem perundang-undangan sesuai dengan teori
mengenai jenjang norma hukum (Stufenbautheorie). Menurut Hans Kelsen
Norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu
hierarki (tata susunan), dalam arti, suatu norma yang lebih rendah berlaku,
bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, norma yang lebih
tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, demikian
seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan
bersifat hipotetis dan fiktif yaitu Norma Dasar.*

Keharusan setiap peraturan perundang-undangan jelas letak kedudukannya

dalam hierarki peraturan perundang-undangan adalah dalam rangka kemudahan

pengujian atas keabsahan (validitas) nya. Dalam konsep Negara hukum

*2QS Al-Maidah (5) Ayat 8

53 Soeprapto, M. F. 1. (2007). llmu Perundangundangan jilid I, Jenis, Fungsi dan Materi
Muatan. Yogyakarta: Kanisius.

5 Kelsen, H. (1973). General Theory Of Law and State. Translated By Anders Wedberg.
Ney York: Russel&Russel.
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demokrarik, setiap pembentukan peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat
maupun daerah harus dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya kepada rakyat.
Menurut Widodo Ekatjahjana Rakyat yang menjadi sasaran berlakunya suatu
peraturan perundang-undangan memiliki hak untuk mengontrol materi hukum
(peraturan perundang-undangan) yang dibuat oleh badan-badan berwenang.

Dalam hal secara materiil ditemukan adanya materi muatan peraturan
perundang-undangan yang bertentangan dengaan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi, rakyat berhak menggugat atau mengajukan keberatan atas
keabsahan berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut kepada badan-
badan yang berwenang. Badan-badan tersebut selanjutnya melakukan pengujian
atas keabsahan (validitas) peraturan perundang-undangan itu.>

Saat ini tata urutan peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 7
ayat (1) UU 12/2011 yang menyebutkan hierarki peraturan perundang-undangan
terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan
Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Atas ini masih menimbulkan permasalahan, diantaranya adalah. Pertama, belum
semua peraturan yang dikategorikan sebagai peraturan perundang-undang jelas
penempatannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan sehingga
menyulitkan dalam pelaksanaannya dan pengujiannya di badan peradilan. Sebagai

contoh dimanakah letak Peraturan Bank Indonesia, peraturan badan, peraturan

> Ekatjahjana, W. (2008). Pengujian Perundang-undangan dan Sistem Peradilannya di
Indonesia. Jakar: Pustaka Sutra.
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lembaga, atau Peraturan komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-
Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, yang oleh Pasal 8 ayat (1)
UU 12/2011 dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan.

Kedua, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa jenis peraturan
perundang-undangan seperti Peraturan Bank Indonesia, peraturan badan,
peraturan lembaga, atau oeraturan komisi kedudukannya dalam tata urutan sejajar
dengan Peraturan Pemerintah karena sama-sama menjalankan UU. Namun
terdapat juga pandangan bahwa peraturan-peraturan tersebut benar ada di bawah
Undang-Undang, tetapi tidak dapat dikatakan sejajar dengan Peraturan Pemerintah
mengingat Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 jelas menyebutkan peraturan yang secara
langsung berada di bawah UU hanyalah peraturan pemerintah yang dibentuk oleh
pemerintah dengan Presiden sebagai kepala pemerintahan.®

Tidak ditentukannya secara jelas kedudukan tiap jenis peraturan
perundang-undangan dalam hierarki peraturan perundang-undangan jelas
bertentangan dengan pemahaman teoritik bahwa suatu norma hukum itu ke atas ia
bersumber dan berdasar pada norma yang diatasnya, tetapi ke bawah ia menjadi
dasar dan menjadi sumber bagi norma hukum di bawahnya. Sehingga suatu norma
hukum itu mempunyai masa berlaku (rechtskracht) yang relatif oleh karena masa
berlakunya suatu norma hukum itu tergantung pada norma hukum yang berada di
atasnya. Apabila norma hukum yang berada di atasnya dicabut atau dihapus, maka

norma-norma hukum yang berada di bawahnya tercabut atau terhapus pula.

*® Ekatjahjana, W. (2008). Sistem Peradilannya di Indonesia. Jakar: Pustaka Sutra.
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Atas berbagai permasalahan yang ada terkait hierarki peraturan
perundang-undangan ini maka perlu dilakukan upaya meletakkan setiap jenis
peraturan perundang-undangan dalam hierarki. Cara yang dapat dilakukan adalah
dengan mengelompo-klompokkan berbagai jenis peraturan perundang-undangan
dalam kelompok-kelompok norma hukum. Kelompok-kelompok norma hukum
tersebut hampir selalu ada dalam tata susunan norma hukum setiap negara
walaupun mempunyai istilah yang berbeda-beda ataupun jumlah norma hukum
yang berbeda dalam tiap kelompoknya.

Hans Nawiasky mengelompokkan norma-norma hukum dalam suatu
negara itu menjadi 4 kelompok besar yang terdiri atas: Kelompok | : staats
fundamental norma (norma fundamental negara); Kelompok Il: staatsgrundgezets
(aturan dasar/pokok negara); Kelompok Ill: formaile gezets (undang-undang
“formal”); Kelompok I'V: verordnung & autonome satzung (aturan pelaksana dan
aturan otonom) Pengelompokkan norma-norma hukum menurut Hans Nawiasky
di atas apabila diterapkan dan diterjemahkan dalam konteks Indonesia didapati
pengelompokkan  sebagai  berikut:  staatsfundamentalnorm  (Pancasila);
staatsgrundgezets (aturan dasar negara); formaile gezets (undang-undang
(formal)); verordnung & autonome satzung (peraturan pelaksanaan dan peraturan
otonom).>’

Mendasarkan kepada pengelompokan norma-norma hukum tersebut, maka

seluruh jenis peraturan perundang-undangan pada dasarnya dapat masuk dalam

%" Hans Nawiasky “pegelompokkan norma-norma hukum, Jakarta (2005)
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hierarki.®® Untuk itu seharusnya hierarki peraturan perundang-undangan di
Indonesia terdiri atas: (i) Undang-Undang Dasar; (ii) Ketetapan MPR; (iii)
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (iv) Undang-
Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (v) Peraturan
Pemerintah; (vi) Peraturan Presiden/peraturan lembaga negara yang dibentuk
berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 atau dibentuk berdasarkan ketentuan undang-undang; (vii) Peraturan
Menteri; (viii) Peraturan Daerah Provinsi; (ix) Peraturan Kepala Daerah Provinsi;
(x) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; (xi) Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/
Kota; dan (xi) Peraturan Desa.
C. Konsep Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Adanya Herarki peraturan perundang-undangan di Indonesian maka
sauatu sistem yang memelihara keseimbangan dan ketatan hukum yang positif di
Indonesia. Hal itu menyebabkan dilarangnya kontradiksi (pertentangan) antara
suatu norma dengan norma yang lain agar membri jaminan atas kepastian hukum
terhadap masyarakat.

Makna tata urutan atau herarki atau tingkatan dalam tata hukum/peraaturan
perundang-undangan adalah:

1. Peraturan hukum atasan merupakan dasar hukum pembentukan peraturan

hukum bawahan.

%8 Vlies, I. C. vander. (2005). Buku Perancangan Peraturan Perundang-undangan.
Terjemahan oleh Linus Doludjawa. Jakarta: Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Departemen Hukum dan HAM.

% Saraswati, “Perkembangan Pengaturan Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan
Perundang-undangan di Indonesia”, Jurnal Media Hukum, Vol. IX, No. 2, (April-Juni 2009), 1.



42

2. Peraturan hukum bawahan merupakan pelaksanaan peraturan hukum
atasan, oleh karena itu kedudukannya lebih rendah dan materi muatannya
tidak boleh bertentangan.

3. Manakala terdapat dua peraturan perundang-undangan dengan materi
muatan mengatur materi sama dan dengan kedudukan sama maka berlaku
peraturan perundang-undangan baru.

Maka menjadi jelas bahwa keberadaan hirarki peraturan perundang-
undangan hanya untuk menjaga kesinambungan satu standar dengan standar
lainnya standar kedua, Perjelas kehadiran ini hirarki memiliki tujuan tertentu
dalam pembangunan perundang-undangan Indonesia

Avila mencoba berargumen bahwa keberadaan hierarki tidaklah
sederhana untuk menilai validitas standar berdasarkan mekanisme produksi,
tetapi di sisi lain di pihak lain, hirarki menjadi titik sentral dalam menjaga
koherensi norma hukum positif Untuk menjaga kesinambungan standar hierarki,
la merespons pendekatan abstrak dan konkrit, keduanya berfokus pada hubungan
manusia dalam standar itu sendiri.®°

Berdasarkan pemikiran Kelsen dan Avila di atas, keberadaan tersebut
dapat dilihat Hirarki peraturan perundang-undangan menjadi pusat evaluas
validitas norma dan sesuai dengan mekanisme pembentukan dan materi
substantifnya standar Selain itu, juga terdapat hirarki peraturan perundang-
undangan peranan penting dalam menjaga kelangsungan peraturan perundang-

undangan.

% Avila, Theory of Legal Principle (Dordrecht, Netherlands: Springer, 2007), 85.
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Di dalam konteks Indonesia, sebenarnya tidak ada standar yang
menentukan secara spesifik Hirarki norma hukum positif Indonesia. Sama di jalan
Dalam sejarah administrasi publik Indonesia, dikenal urutan urutan standar baru
pada tahunnya Peraturan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum
DPR-GR Sumber sistem hukum Republik Indonesia dan peraturan perundang-
undangan Republik Indonesia. Dalam prakteknya, Indonesia tidak mengetahui hal
ini sebelumnya hirarki hukum dan peraturan. Urutannya juga tidak berurutan
sebagai hirarki ketentuan hukum yang dinyatakan secara tegas Dalam Peraturan
Desain dan Bentuk UU No 1 Tahun 1950 Peraturan yang dikeluarkan oleh
pemerintah negara bagian (diterbitkan UUD 1945) dan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1950 tentang Pembuatan Undang-undang Situasi khusus mengenai
penerbitan surat kabar resmi Republik Indonesia dan Amerika Serikat tentang
pengumuman dan validitas undang-undang Federal dan peraturan pemerintah
pinjaman federal (diterbitkan berdasarkan KRIS 1949).

Berdasarkan KRIS 1949). Demikian pula dalam Surat Presiden kepada
DPR Nomor 2262/HK/59 tanggal 20 Agustus 1959 tentang Bentuk Peraturan-
Peraturan Negara, dan Surat Presiden kepada DPR Nomor 2775/HK/59 tanggal 22
September 1959 tentang ContohContoh Peraturan Negara, serta Surat Presiden
kepada DPR Nomor 3639/HK/59 tanggal 26 Nopember 1959 tentang Penjelasan
Atas Bentuk Peraturan Negara, yang memberikan bentuk-bentuk peraturan negara

sebagai berikut:**

81 Saraswati, “Perkembangan Pengaturan Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan
Perundang-undangan di Indonesia”, Jurnal Media Hukum, Vol. IX, No. 2, (April-Juni 2009) , 3-4
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Undang-Undang (UU)

Peraturan yang dibuat Presiden bersama-sama dengan Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR).

Peraturan pemerintah (PP)

Peraturan yang dibuat oleh Presiden untuk melaksanakan Undang-Undang.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)

Peraturan yang oleh presiden di buat dalam kegentingan yang memaksa
tentang sesuatu yang seharusnya di buat oleh presideng bersama-sama
dengan DPR.

Penetapan Presiden (Penpres)

Peraturan yang dibuat mempergunakan wewenang yang bersumber pada
Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945, yaitu sebelum MPR, DPR dan DPA
dibentuk atau untuk melaksanakan Dekrit 5 Juli 1959 tentang kembali
kepada Undang-Undang Dasar 1945.

Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan Peraturan Presiden Diralat dan
dihapuskan oleh Surat Presiden Nomor 3639/HK/59 untuk mencegah
supaya tidak ada “Peraturan Pemerintah” yang berbeda jenis, maka
“Peraturan Pemerintah” jenis kedua ini dihapus dan diberi bentuk
keputusan presiden.

Keputusan Presiden (Keppres)

Berisi tindakan/perbuatan tertentu Presiden yang bersifat penetapan

(beschikking) misalnya dalam pengangkatan pejabat tertentu.
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g. Peraturan dan Keputusan Menteri

Peraturan atau Keputusan yang dibuat di kementerian Negara atau

departemen-departemen pemerintahan, masing-masing untuk mengatur

sesuatu hal (regeling) dan untuk melakukan/meresmikan pengangkatan-
pengangkatan (beschikking).

Jika melihat pada bentuk-bentuk peraturan negara di atas terlihat bahwa
sekalipun telah disusun seperti hierarki peraturan perundang-undangan, namun
masih terdapat ketimpangan, seperti meletakkan peraturan pemerintah di
peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang. Menjadi pertanyaan kemudian,
sebenarnya apakah Indonesia memang menerapkan sistem tata urutan peraturan
perundang-undangan jika ternyata berdasarkan perjalanan historis ketatanegaraan
secara resmi baru terdapat hierarki pada medio tahun 1966.

Hierarki tidak dapat sekedar dimaknai sebagai tata urut, tetapi lebih jauh
hierarki peraturan perundang-undangan telah menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari politik hukum yang menentukan arah pembangunan hukum
Indonesia. Politik hukum (rechtspolitiek) merupakan perpaduan dari hukum
(rechts) dan kebijakan (politiek), yang dapat dimaknai sebagai pilihan konsep dan
asas sebagai garis besar rencana yang menentukan arah, bentuk maupun isi hukum
yang akan diciptakan,®® atau sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi
garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan,

dan cara bertindak dalam bidang hukum.®®

82 Siahaan, “Politik Hukum Nasional Indonesia dalam Era Reformasi”, Center for
Indones ian Constitutional Jurisprudence (CIC Jure), Jakarta, 31 Januari 2011.
62 Syaukani dan Thohari, Dasar-Dasar Politik Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 18.
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Hierarki peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari politik hukum
Indonesia. Bahwa keberadaan hierarki peraturan perundang-undangan sangat
menentukan sistem hukum nasional dalam mencapai tujuan negara. Bahwa
validasi norma baik secara formil maupun materiil, serta koherensi pengaturan
menjadi titik sentral yang dicita-citakan terwujud dari keberadaan hierarki
peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya norma yang valid dan koheren dapat dipastikan ikhtiar
menuju cita negara hukum yang memberikan kepastian hukum yang adil dapat
terwujud. Pada titik ini juga menasbihkan bahwa cabang kekuasaan legislatif
dengan kekuasaan membentuk undang-undang merupakan titik sentral yang
menentukan arah politik hukum Indonesia.

D. Sejarah Hukum Ketetapan MPR Dalam Hierarki Peraturan Perundang-
Undangan

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa Tap MPR sebagai salah satu
jenis peraturan yang sejak awal telah diintrodusir dalam UUD 1945. Namun,
introdusir dalam konstitusi tidak menyebutkan secara eksplisit yang mana dan
bagaimana relasi Tap MPR dengan jenis peraturan yang lain. Semenjak lahirnya
Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR
Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan
Perundang-undangan Republik Indonesia, itulah pertama kalinya relasi Tap MPR

dengan peraturan perundang-undangan yang lain diperjelas.®*

* Suparyanto dan Rosad “Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Hukum,” (2015 , no. 3
(2020): 248-53.
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Sepanjang catatan sejarah hingga saat ini, keberadaan hierarki peraturan

perundang-undangan terdapat 4 (empat) rezim hierarki peraturan perundang-

undangan yang secara ringkas dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Perbandingan Tata Urut Peraturan Perundang-undangan di

Indonesia®
Tap MPRS Tap MPR UU Nomor 10 UU Nomor 12
Nomor Nomor Tahun 2004 Tahun 2011
XX/MPRS/1966 I1I/MPR/2000
1. UUD 1945 1. UUD 1945 1. UUD 1945 1. UUD 1945
2. TAP MPR 3. UU | 2. TAP MPR 2. UU / PERPU 2. TAP MPR
/ PERPU 3. Uu 3. PP 3. UU/PERPU
4. PP 5. KEPPRES | 4. PERPU 4. PERATURAN | 4. PP
5. Peraturan 5. PP PRESIDEN 5. Perpres
Pelaksanaan 6. KEPPRES 5. PERDA 6. Perda
lainnya: 7. PERDA Provinsi
6. Permen 7. Perda
7. Instruksi Menteri | Pasal 4 (2): Penjelasan Pasal | Kabupaten/Kota
8. dll. * Peraturan 7(4) Pasal 8 (1):
Menteri * Peraturan * Peraturan
Menter Menter

% Indrati, KONSTITUSI dan KONSTITUSIONALISME, https://pusdik.mkri.id/materi
/materi_243_1.9%20Konstitusi%20dan%20Konstitusionalisme.pdf Jakarta 2021 Hal 29


https://pusdik.mkri.id/materi
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BAB Il
KEDUDUKAN HUKUM KETETAPAN MPR SEBELUM BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 2011
A. Amandemen UUD 1945 Sebelum Perubahan
Amandemen UUD 1945 sebagai amanat reformasi pada akhirnya dapat
dituntaskan dalam Perubahan keempat dengan nama resmi Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945).
Perubahan empat kali UUD 1945 itu dapat diperinci sebagai berikut.*®

1) Perubahan Pertama UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 19 Oktober
tahun 1999, berhasil diamandemen sebanyak 9 pasal . ®

2) Perubahan Kedua UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus
2000 telah diamandemen sebayak 25 pasal.

3) Perubahan Ketiga UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 9 November
tahun 1999 berhasil diamandemen sebanyak 23 pasal.

4) Perubahan Keempat UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 10 Agustus
2002 ini telah berhasil diamandemen 13 pasal serta 3 pasal Aturan
Peralihan dan 2 pasal Aturan Tambahan.%®
Jadi jumlah total pasal UUD 1945 hasil perubahan pertama sampai

keempat itu adalah 75 pasal, namun demikian jumlah nomor pasalnya tetap sama
yaitu 37 (tidak termasuk Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan). Hal ini karena

cara penulisan nomor pasal itu dilakukan dengan menambah huruf (A, B, C dan

% UUD kita telah beberapa kali mengalami perubahan bahkan pertama kali perubahan itu
terjadi 3 bulan setelah PPKI membentuk UUD NRI (Lihat lampiran 2 di bawah)

67 Sekretariat MPR, Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945, 2002, hal.25-48

%8 Sekretariat Jenderal MPR RI, Putusan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia,
Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2002, hal. 7-12.
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seterusnya) setelah nomor angkanya. Kondisi semacam inilah yang menjadikan
sistematika amandemen UUD 1945 tidak teratur.®

Dengan perubahan-perubahan tersebut maka jumlah ketentuan atau ayat
lama yang masih tetap dipertahankan sesuai dengan naskah asli UUD 1945 tinggal
23 ayat dari jumlah seluruhnya yaitu 71 ayat asli; atau dengan kata lain,
prosentase ayat yang masih tersisa adalah 16,33 %. Ketentuan-ketentuan atau
ayat-ayat yang masih tetap dipertahankan sesuai naskah aslinya adalah: Pasal 1
Ayat (1); Pasal 4 Ayat (1) dan (2); Pasal 5 Ayat (2); Pasal 6 Ayat (10); Pasal 12;
Pasal 13 (1); Pasal 21 Ayat (2); Pasal 22 Ayat (1), (2), dan (3); Pasal 26 Ayat (1);
Pasal 27 Ayat (1), dan (2); Pasal 28; Pasal 29 Ayat (1) dan (2); Pasal 33 Ayat (1),
(2) dan (3); Pasal 34 Ayat (1); Pasal 35; serta Pasal 36.

Jumlah babnya juga mengalami penambahan dari 16 bab menjadi 21 bab,
tetapi nomor angka bab itu juga tetap sama jumlahnya yaitu 16 bab, karena
penambahan bab itu dilakukan dengan cara menambah huruf (A dan B) setelah
nomor angka, seperti tergambar dalam Tabel berikut ini.

Tabel 1.2 Bab-bab UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Perubahan.”

No | Bab Judul Bab Sebelum Bab Judul Bab Setelah
Lama | Perubahan Baru | Perubahan
1 I Bentuk dan Kedaulatan | | TETAP
2 I MPR I TETAP
3 ] Kekuasaan Pemerintah Il TETAP
Negara
4 v} Dewan Peertimbangan v DIHAPUS
Agung

%9 Syahm Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” Jakarta 2009

" Taufiqurrohman Syah, AMANDEMEN UUD NEGARA Rl TAHUN 1945
MENGHASILKAN  SISTEM  CHECKS AND BALANCES LEMBAGA NEGARA,
https://pkh.komisiyudisial.go.id/files /Karya%?20Tulis-Taufiqurrohman%2001 Hal 2.pdf


https://pkh.komisiyudisial.go.id/files%20/Karya%20Tulis-Taufiqurrohman%2001

5 \Y Kementrian Negara \ TETAP

6 Vi Pemerintah Daerah Vi TETAP

7 VIl Dewan Perwakilan VIl TETAP

Rakyat

8 VIIA | DEWAN
PERWAKILAN
DAERAH

9 VIIB | PEMILIHAN
UMUM

10 | VI Hal Keuangan VIl TETAP

11 VIIIA | BADAN
PEMERIKSA
KEUANGAN

12 | IX Kekuasaan Kehakiman IX TETAP

13 IXA | WILAYAH
NEGAARA

14 | X Warga Negara X WARGA NEGARA
DAN PENDUDUK

15 XA HAK ASASI
MANUSIA

16 | Xl Agama XI TETAP

17 | Xll Pertahanan Negara Xl PERTAHANAN
DAN KEAMANAN
NEGARA

18 | Xl Pendidikan X1 PENDIDIKAN
DAN
KEBUDAYAAN

19 | XIV Kesejahteraan Sosial XIV | PEREKONOMIAN
NASIAONAL DAN
KESEJAHTERAAN
SOSIAL

20 | XV Bendera dan Bahasa XV BENDERA
BAHASA,
LAMBANG
NEGARA, SERTA
LAGU
KEBANGSAAN

21 | XVI Perubahan UUD XVI | TETAP

16 21

50
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Tabel di atas menggambarkan bahwa UUD 1945 yang semula berisi 16

judul Bab kemudian ditambah lagi 5 judul Bab dan dicabut 1 judul Bab, sehingga

setelah perubahan tersebut jumlah judul babnya menjadi 21. Judul bab yang

dicabut itu hanya satu yaitu Dewan Pertimbangan Agung. Sementara substansi

yang mengatur dewan pertimbangan yang memberikan nasehat dan pertimbangan

kepada Presiden tetap diatur dalam Pasal 16,"* akan tetapi ia bukan lagi

merupakan lembaga tinggi negara seperti sebelumnya.

Pokok Ketentuan Hukum Hasil Amendemen:

Apabila dilihat dari segi substansi materinya secara keseluruhan, maka

Perubahan UUD 1945 ini dapat dikelompokan ke dalam tiga macam, yaitu:

1) penghapusan atau pencabutan beberapa ketentuan;

a)

b)

Kekuasaan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dengan kewenangan
meminta pertanggung jawaban presiden dan penyusunan Garis Besar
Haluan Negara.”? Dengan pencabutan kekuasaan ini posisi MPR bukan
lagi sebagai lembaga tertinggi negara, tetapi sebagai lembaga tinggi negara
yang kedudukannya sejajar dengan lembaga tinggi lainnya seperti
Presiden, Mahkamah Agung, dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Kekuasaan Presiden yang menyangkut pembentukan Undang-undang.
Kekuasaan pembentukan undang-undang ini berdasarkan Pasal 20
Perubahan pertama UUD 1945, tidak lagi dipegang Presiden, melainkan

dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Demikian juga kewenangan

™ Pasal 16 Perubahan Keempat UUD 1945 berbunyi: “Presiden membentuk suatu dewan

pertimbangan yang bertugas memberikan nasehat dan pertimbangan kepada Presiden, yang
selanjutnya diatur dalam undang-undang”.

2 Ketentuan hukum yang menyangkut kekuasaan MPR itu diatur dalam Pasal 1 Ayat (2),

Pasal 3, dan Penjelasan Umum angka V11 UUD 1945 sebelum perubahan.
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Presiden dalam hal pengangkatan dan penerimaan duta negara lain serta
pemberian amnesti dan abolisi. Kewenangan-kewenangan tersebut tidak
lagi merupakan hak prerogratif Presiden, tetapi harus atas pertimbangan
Dewan Perwakilan Rakyat.”
c) Penjelasan UUD 1945. Sebenarnya secara eksplisit tidak ada ketentuan
yang mengatur tentang keberlakuan Penjelasan dalam pasal-pasal UUD
1945. Namun secara de fakto Penjelasan itu sudah ada setelah enam bulan
pengesahan Undang Undang Dasar tersebut oleh Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945 dan secara resmi
dicantumkan dalam lampiran Dekrit Presiden 5 Juli 1959 vyang
memberlakukan kembali UUD 1945. Oleh karena itu, Pasal yang
meniadakan Penjelasan itu juga tidak secara langsung menyebutkan bahwa
Penjelasan dicabut.”* Jadi rumusan pasal itu sangat tepat.
2) Menambah ketentuan atau lembaga baru.
Ketentuan atau lembaga yang baru yang diatur dalam Perubahan UUD
1945, dapat disebut di sini antara lain:
a. Dewan Perwakilan Daerah (DPD), diatur dalam Pasal 22C dan 22D UUD

1945 Perubahan ketiga.

7 pasal 13 Ayat (2) dan (3), Pasal 14 Ayat (2) UUD 1945 dan Perubahan-perubahannya.
Selian itu, oleh Katetapan MPR No. VII/MPR/2000 ditentukan, untuk pengangkatan Panglima
Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) harus atas
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

" Pasal Il Aturan Tambahan UUD 1945 dan Perubahan-perubahannnya, menentukan,
dengan ditetapkannya perubahan Undang Undang Dasar ini, Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal.
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b. Mahkamah Konstitusi,” diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 Perubahan
ketiga.

c. Komisi Yudisial, diatur dalam Pasal 24B UUD 1945 Perubahan ketiga.

d. Komisi pemilihan umum sebagai penyelenggaran pemilihan umum diatur
langsung dalam bab baru (VIIB) UUD 1945 Pasal 22E, sebelumnya diatur
dalam uandangundang.

e. Bank Sentral yang sebelumnya hanya diatur dalam undang-undang,
sekarang diatur dalam Pasal 23D UUD 1945 Perubahan kempat.”

3) Modifikasi terhadap ketentuan atau lembaga lama.

Ketentuan-ketentuan yang merupakan modifikasi atas ketentuan atau lembaga

lama yang diatur dalam Perubahan UUD 1945, dapat disebut di sini antara lain :

a. Reposisi MPR yang merupakan modifikasi dari MPR lama, diatur dalam
Pasal 2 Ayat (1) UUD 1945 Perubahan keempat.”” Mengenai reposi
Majelis ini akan diuraikan di bawah.

b. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, yang
sebelumnya dipilih oloh MPR, diatur dalam Pasal 6A UUD 1945

Perubahan ketiga.

" Jimly Asshiddiquie “Mahkamah Konstitusi: Kompilasi Konstitusi, Undang-undang dan
Peraturan di 78 Negara, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Universitas Indonesia, 2003, hal 1.

’® Haryono, Abdul Mukti Fajar, HAS Natabaya, usulam Presiden; dan tiga berikutnya
usulan Mahkamah Agung, yaitu Mohamad Laica Marzuki, Soedarsono, dan Maruarar Siahaan.
Baca: “Hakim Konstitusi di Kukuhkan”, Kompas, 17 Agustus 2003, hal.1; dan Koran Tempo, 14
Agustus 2003.

" MPR “Berbunyi MPR terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota
Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan
undang-undang. MPR terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan
Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-
undang.
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c. Pemilihan Kepala Pemerintahan Daerah secara demokratis, yang
sebelumnya diusulkan oleh DPRD kepada Presiden.

d. Ketentuan Hak Asasi Manusia sebagai penambahan dari ketentuan hak
asasi lama, diatur dalam Pasal 28A sampai dengan 28] UUD 1945
Perubahan kedua.

e. Usul Perubahan Undang Undang Dasar dan pembatasan perubahan atas
negara kesatuan, merupakan penambahan tata cara perubahan Undang
Undang Dasar, diatur dalam Ayat (1) dan (5) Pasal 37 UUD 1945
Perubahan keempat.

Beberapa Ketentuan Hukum Baru Dalam UUD 1945 Setelah Diamandemen:
Dengan adanya ketentuan-ketentuan baru seperti disebut di atas maka
dapat dikatakan bahwa bangsa Indonesia telah melakukan suatu perubahan yang
fundamantal, suatu terobosan baru di bidang ketatanegaraan menuju kepada suatu
negara yang demokratis.”® Untuk lebih mengetahui bagaimana isi ketentuan-
ketentuan tersebut, secara singkat akan dilakukan tinjauan terhadanya. Mengingat
banyaknya materi yang diatur dalam ketentuan-ketentuan di atas, maka dalam
tinjauan ini hanya dibatasai pada beberapa hal saja yang penulis anggap penting
antara lian: reposisi Majelis Permussyawaratan Rakyat; kekuasaan membentuk
Undang-Undang yang merupakan representatif kekuasan legislatif; kekuasaan

Presiden yang menjalankan kekuasaan ekskutif; serta kekuasaan Mahkamah

® MPR bandingkan “Perubahan UUD 1945 Lompatan Besar”, Kompas, Jakarta, 12
Agustus 2002.
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Agung, Mahkamah Konstitusi, yang melaksanakan kekuasaan yudikatif, serta
Komisi Yudisial.”
1. Reposisi MPR

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia dalam
sidang tahunan 2002 telah melakukan langkah bijak dengan mengubah posisinya
yang semula sebagai lembaga tertinggi negara dan pemegang sepenuhnya
kedaulatan rakyat, menjadi lembaga tinggi biasa.*® Anggota MPR terdiri dari
anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
yang dipilih melalui pemilu.®* Anggota Dewan Perwakilan Daerah ini dapat
dipandang sebagai pengganti “Utusan Derah” yang dikenal dalam naskah asli
UUD 1945 selain utusan golongan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
Mejelis Permusyawaratan Rakyat bersidang minimal satu kali dalam lima tahun.
Kewenangan MPR mencakup:®

a. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar,

b. Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden,

c. Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa

jabatannya menurut Undang-Undang Dasar,

d. Memilih presiden dan wakil presiden pengganti ’ditengah jalan”.

® Taufiqurrohman Syah (2009)” Ketentuan Hukum Baru Dalam UUD 1945 Setelah
Diamandemen”Jakarta

8 UUD” Menurut naskah asli UUD 1945 Pasal 1 Ayat (2), kedaulatan adalah ditangan
rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Rumusan ketentuan ini diganti menjadi, kedaulatan
berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar.

8 Jimly Asshiddigie dengan judul makalah “Hubungan Kerja Antara DPD dengan DPR
dan Lembaga Negara Lainnya" Hal-4

8 Republik Indonesia, UUD 1945 Perubahan ketiga Pasal 3.
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Kewenangan MPR tersebut sekilas nampak tidak ada perbedaan dengan
kewenangan yang dimilikinya menurut naskah asli UUD 1945, namun jika dilihat
dari sisi perbandingan antara rumusan Pasal 1 Ayat (2) naskah asli dan naskah
baru UUD 1945 Perubahan ketiga, maka akan jelas ditemukan bahwa telah terjadi
pengurangan kekuasaan MPR, yaitu yang semula berdasarkan naskah asli adalah
sebagai pelaksana pemegang kedaulatan rakyat sepenuhnya, maka setelah
amandemen ketiga, tidak lagi sebagai pelaksana pemegang kedaluatan rakyat
sepenuhnya. Dalam konteks ini falsafah demokrasi Indonesia telah berubah,
demokrasi dijalankan harus mengikuti rel hukum sebagaimana yang dirumuskan
dalam Perubahan UUD 1945, “’kedaulatan berada di tangan rakyat (demokrasi,
red.) dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (hukum, red). Dengan
demikian demokrasi Indonesia yang akan ditata, adalah demokrasi yang dibingkai
dengan normanorma konstitusi yang terdapat dalam UUD 1945. Demokrasi
Indonesia tidak identik dengan  vox populi vox dei” (suara rakyat adalah suara
Tuhan); juga demokrasi Indonseia tidak sinonim dengan “’suara mayoritas adalah
suatau kebenaran”. Ukuran kebenaran dalam demokrasi Indonesia adalah norma
hukum konstitusi. Dengan kontruksi demokrasi demikian posisi suara minoritas
akan dapat terlindungi. &

Agar demokrasi tersebut dapat berputar sesuai sumbu konstitusi, maka
demokrasi itu harus dijaga. Di sinilah posisi Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai
penjaga konstitusi, harus senantiasa menjaga demokrasi sebagai pelaksaan dari

norma konstitusi. Keberatan seorang warga negara (minoritas) atas norma hukum

8 Taufiqurrohman Syah (2009)” Ketentuan Hukum Baru Dalam UUD 1945 Setelah
Diamandemen”Jakarta
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yang telah disahkan oleh pembentuk Undang-Undang dapat saja dikabulkan jika
ditemukan oleh Mahkamah Konstitusi terdapat pelanggaran konstitusi dalam
norma hukum tersebut.

Demikian juga untuk memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden,
MPR sebagai lembaga politik tidak bisa lagi bertindak sendiri seperti yang pernah
terjadi dalam kasus pemeberhentian Presiden Soekarno tahun 1965 dan Presiden
Adurrahman Wahid tahun 2001, tetapi harus melibatkan lembaga yudikatif yang
bernama Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi inilah yang akan
menentukan apakah Presiden dan atau Wakil Presiden benar-benar telah
melanggar hukum atau tidak.?* Dengan ketentuan demikian, posisi Presiden
menjadi semakin kuat,®® karena interpretasi atau penafsiran atau penentuan apakah
Presiden dan atau Wakil Presiden melanggar hukum, akan tergantung kepada
keputusan Mahkamah Konstitusi dengan jumlah anggota 9 orang, yang tiga orang
diantaranya diajukan oleh Presiden .

Jika oleh Mahkamah Konstitusi, Presiden dan/atau Wakil Presiden
diputuskan tidak melakukan pelanggaran hukum yang dituduhkan itu, maka MPR
tidak berwenang memberhentikan yang bersangkutan. Dengan meninjau posisi
dan kewenangan MPR seperti dirumuskan di atas, dapat dikatakan bahwa
kekuasaan MPR telah banyak berkurang.

Persoalan yang dapat muncul di kemudian hari adalah apabila misalnya,

Mahkamah Konstitusi memutuskan Presiden dan atau Wakil Presiden obyektif

8 pasal 7B Ayat (1) dan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 dan Perubahan-perubahannya.

8 Arbi Sanit dalam “Kekuasaan Negara Kembali Otorian, Amandemen Lemahkan lagi
Legislatif”, Media Indonesia, Jakarta, 12 Agustus 2002.

8 pasal 24C Ayat (3) UUD 1945 Perubahan ketiga.
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melanggar hukum, namun MPR ternyata tidak memberhentikan Presiden dan atau
Wakil Presiden. Kasus demikian kemungkinan bisa saja terjadi mengingat MPR
adalah lembaga politik, dan dalam pengambilan keputusan dapat berdasarkan
suara terbanyak, bukan berdasarkan obyektifitas hukum. Nampaknya di disini,
UUD 45 Perubahan, masih setengah hati untuk menyerahkan pemasgulan
presiden dan wakil presiden hanya kepada rezim hukum, karena eksekusinya
masih diserahkan kepada tangan MPR.

2. Membentuk Undang-Undang.

Seperti telah disinggung di atas, UUD 1945 Perubahan pertama
menentukan, Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk
undang-undang.®” Sebelumnya menurut naskah asli Undang-Undang Dasar itu,
kewenangan ini dipegang oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat.®® Dengan demikian, telah terjadi pergeseran kewenangan legislasi dari
Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Dewan
Perwakilan Rakyat. Selain memiliki fungsi legislasi, Dewan Perwakilan Rakyat
juga memiliki fungsi anggaran dan pengawasan.** Sementara Presiden diberi
kewenangan mengajukan rancangan undang-undang.*® Setiap rancangan undang-
undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat

persetujuan bersama. %

8 pasal 20 Ayat (1) Perubahan pertama UUD 1945.

8 Naskah asli UUD 1945 Pasal 5 Ayat (1) menyebutkan, Presiden memegang kekuasaan
membentuk undangundang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Raky.

8 pasal 20A Ayat (1) Perubahan kedua UUD 1945.

% pasal 5 Ayat (1) Perubahan pertama UUD 1945

% pasal 20 Ayat (2) Perubahan Pertama UUD 1945.
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Rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan
Rakyat dan Presiden untuk menjadi undang-undang, tidak lagi bersifat final tetapi
dapat diuji material (yudicial review) oleh Mahkamah Konstitusi atas permintaan
pihak tertentu. Dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 Perubahan ketiga antara lain
disebutkan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat tetap untuk menguji undang undang terhadap
Undang Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi ini harus sudah dibentuk pada
tanggal 17 Agustus 2003, dan sebelum dibentuk segala kewenangan dilakukan
oleh Mahkamah Agung (Aturan Peralihan Pasal 1) .

Dengan ketentuan-ketentuan baru yang mengatur kekuasaan membentuk
undang-undang di atas, maka yang perlu digaris-bawahi di sini adalah suatu
kenyataan bahwa pengesahan rancangan undang-undang menjadi undang undang
bukan merupakan sesuatu yang telah final. Undang-undang tersebut masih dapat
dipersoalkan oleh masyarakat yang merasa akan dirugikan jika undang undang itu
Jjadi dilaksanakan, atau oleh segolongan masyarakat dinilai bahwa undang-undang
itu bertentangan dengan norma hukum yang ada di atasnya (UUD).

3. Kekuasaan Presiden

Sebagaimana telah disebutkan di atas, kekuasaan Presiden oleh

amandemen UUD 1945 banyak dikurangi. Sebagai contoh dapat disebutkan di

sini antara lain:

% peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 tahun 2002 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Wewenang Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung. Dalam Perma
tersebut antara lain ditetapkan bahwa tata cara untuk mengajukan permohonan tentang menguji
undang-undang terhadap UUD, sengketa wewenang antar lembaga negara yang kewemnangannya
diberikan oleh UUD 1945, memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa presiden
dan wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 B ayat (1) UUD 1945 dan Perubahannya diajukan dalam bentuk permohonan. 2002 hal-1



60

a. Hakim agung tidak lagi diangkat oleh Presiden melainkan diajukan oleh
Komisi Yudisial untuk diminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
selanjutnya ditetapkan oleh Presiden.

b. Demikian juga anggota Badan Pemeriksaan Keuangan tidak lagi
diangkat oleh Presiden tetapi dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat
dengan memperhatikan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh
Presiden.”

c. Keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat dalam proses pengangkatan
Panglima Tentara Nasional dan Kepala Poliri Republik Indonesia.
Keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal pengangkatan
pejabat-pejabat  tersebut ~ mencerminkan  suatu  mekanisme
ketatanegaraan yang mengarah kepada keseimbangan dan
demokratisasi.*

d. Rancangan Undang-undang yang telah dibahas dan disetujui bersama
antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden apabila dalam waktu
tigapuluh (30) hari semenjak rancangan undang-undang tersebut
disetujui tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan undang-undang
tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.” Jadi
persetujuan atau pengesahan atas rancangan undang-undang menjadi

undang-undang oleh presiden tidak mutlak.

©F

% Republik Indonesia, UUD Negara RI Tahun 1945 Perubahan ketiga, Pasal 24A Ayat

% pasal 23F Ayat (1).
% Ketetapan MPR Nomor VII/MPR 2000 dan UUD 1945.
% perubahan pertama, Pasal 20 Ayat (5).
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Namun demikian, di sisi lain posisi Presiden semakin kuat karena ia tidak
akan mudah dijatuhkan (diberhentikan) oleh MPR, meskipun ia berada dalam
kondisi berbeda pandangan dalam penyelenggaraan pemerintahannya dengan
‘parlemen” (Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Daerah).
Selama Presiden tidak diputus telah melanggar hukum oleh Mahkamah
Konstitusi, maka poisisi Presiden akan aman. Selain itu, Presiden tidak lagi
bertanggung jawab kepada MPR karena Presiden dipilih langsung oleh rakyat.

Dalam Pasal 7B UUD 1945 Perubahan,®” usul pemberhentian Presiden
dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada
MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah
Konstitusi untuk memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden
dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum. Pelanggaran
hukum ini berupa: (1) pengkhianatan terhadap negara, (2) korupsi, penyuapan, (3)
tindak pidana berat lainnya, atau (4) perbuatan tercela, dan/atau (5) pendapat
bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai
Presiden dan/atau Wakil Presiden. Jadi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut
semata-mata atas dasar pertimbangan hukum.

MPR juga dapat memilih Presiden dan Wakil Presiden pengganti apabila
terdapat kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden di tengah masa

jabatannya secara bersamaan (Pasal 8 ayat (3)). Persoalannya di sini adalah

% Pasal 7B Ayat (1) menyatakan: “Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden
dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu
mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerika, mengadili, dan memutus
pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan
pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana
berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden
tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”.
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pertanggung jawaban presiden dan wakil presiden pengganti yang dipilih oleh
Majleis Permusyawaratan tersebut. Apakah ia akan bertanggung jawab kepada
rakyat atau kepada MPR yang telah memilih dan mengangkatnya. Ketentuan ayat
(3) ini menurut Ismail Suny, menunjukan bahwa MPR tidak konsisten dengan
pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung.*® Sebaiknya dalam hal
ini perlu dikaitkan dengan sisa masa jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden itu.
Misalnya, Majelis boleh memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden pengganti
apabila sisa masa jabatan tersebut tinggal 12 bulan atau kurang. Jadi apabila sisa
masa jabatan itu masih lama, lebih dari 12 bulan, maka sebaiknya pemilihan
Presiden dan/atau Wakil Presiden Pengganti itu diserahkan kembali kepada
rakyat. Dengan demikian kewenangan MPR memilih Presiden dan/atau Wakil
Presiden pengganti itu hanya bersifat sementara dan sematamata karena
pertimbangan teknis.
4) Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman menurut naskah asli UUD 1945 dilakukan oleh
Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman.” Setelah amandemen,
kekuasaan kehakiman ini dilakukan, selain yang disubutkan di atas, juga
dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Dengan amandemen UUD 1945, Posisi hakim agung menjadi kuat karena
mekanisme pengangkatan hakim agung diatur sedemikian rupa dengan melibatkan
tiga lembaga, yaitu : (1) Dewan Perwakilan Rakyat, (2) Preiden, dan (3) Komisi

Yudisial. Komisi Yudisial ini merupakan lembaga baru yang memang sengaja

% Jsmail Suny, Amandemen UUD 1945 dan Implikasinya Terhadap Ketatanegaraan di
Indonesia, makalah seminar, 2002
% LN RI Tahun 1959 No.75 UUD 1945 Pasal 24 Ayat (1).
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dibentuk untuk menangani urusan yang terkait dengan pengangkatan hakim agung

serta menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim.®

Anggota Komisi Yudisial ini diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan
101

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Struktur Lembaga Negara Sebelum Amandemen UUD 1945

MPR  |UUD 1945

DPR Presiden BPK DPA MA

1. MPR: Sebelum amandemen, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR
merupakan lembaga tertinggi negara yang memiliki kekuasaan tak
terbatas.

2. DPR: Sebelum amandemen, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR
merupakan lembaga perwakilan rakyat yang tidak bisa dibubarkan oleh
presiden. Anggota DPR adalah anggota partai politik peserta pemilu yang
dipilih oleh rakyat dan tidak bertanggung jawab kepada presiden.

3. MA: Kekuasaan kehakiman hanya dijalankan oleh Mahkamah Agung. MA
bersifat mandiri dan tidak boleh diengaruhi oleh kekuasaan lain.

4. BPK: Badan Pemeriksa Keuangan berwenang mengawasi dan memeriksa

pengelolaan keuangan negara.

100 Republik Indonesia UUD 1945 Perubahan ketiga. UUD 1945 Perubahan ketiga,Pasal
24B Ayat (1).
101yuUD 1945 Perubahan ketiga. UUD 1945 Perubahan ketiga Pasal 24B Ayat (3)
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5. DPA: Dewan Pertimbangan Agung berfungsi memberikan masukan atau

pertimbangan kepada presiden.'®
B. Kedudukan MPR sebelum Amandemen UUD 1945

Sebelum adanya amandemen UUD 1945 MPR merupakan Lembaga
tertinggi Negara sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 1 ayat (2) Kedaulatan
adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan
Rakyat. Dengan adanya pasal ini maka kedudukan lembaga MPR menjadi
lembaga tertinggi negara, sehingga MPR mempunyai peranan penting dalam
menjalankan roda pemerintahan negara.

Adapun beberapa Kelebihan MPR sebagai Lembaga Tertinggi yaitu: (1).
MPR memiliki kekuasaan dalam perumusan dan penetapan undang-undang dasar.
(2). MPR memiliki wewenang untuk menetapkan dan melantik Presiden dan
Wakil Presiden. (3). MPR memiliki peran dalam menetapkan garis besar haluan
negara dan GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara). (4). MPR memiliki
tanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaan GBHN.

Kelembagaan MPR juga sangat kuat karena MPR berasal dari berbagai
unsur politik sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 UUD 1945 yaitu Pasal 2
ayat (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusanutusan dari daerah-daerah dan

golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.

102 Monica dan Nada Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Struktur
Lembaga Negara Sebelum dan Sesudah Amandemen”, Klik untuk baca: https://nasional.
kompas.com/read/2022/02/16/0045007 1/struktur-lembaga-negara-sebelum-dan-sesudah aman[
demen. Di akses 10 maret 2023


https://www.kompas.com/
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Berdasarkan amanat Pasal 3 UUD 1945, MPR mempunyai kekuasaan
menetapkan garis-garis besar haluan negara (GBHN), Namun dalam
melaksanakan GBHN, MPR melimpahkan kuasanya kepada Presiden.
Konsekuensi hukum jika laporan pertanggung jawaban Presiden tidak diterima
olehn MPR, maka MPR dapat memberhentikan presiden karena dianggap gagal
dalam melaksanakan tugasnya.

Kedudukan, tugas dan wewenang tersebut menjadikan MPR mempunyai
peranan penting dalam menentukan arah kebijakan pemerintahan ketatanegaraan
dilndonesia. Sehingga dengan kedudukan, tugas dan wewenang yang tercantum
dalam pasal 1 ayat (2), pasal 2 ayat (1), pasal 3, pasal 6, pasal 37, dan “penjelasan
Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tahun 1960-2002 MPR telah membuat
ketetapan-ketetapan sebanyak 139 ketetapan.'%

Tugas dan Fungsi MPR sebagai Lembaga Tertinggi:
1. Menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945

2. Menetapkan dan melantik Presiden dan Wakil Presiden
3. Membahas dan menetapkan garis besar haluan negara
4. Menetapkan GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara)

5. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan GBHN.

103 Mulawarman “Kedudukan ketetapan MPR sebelum Amandemen uud 1945 Hal 3
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Berdasarkan pasal-pasal diatas itu juga maka MPR menjadi penjelmaan

rakyat Indonesia untuk menjalankan roda pemerintahan. Sehingga tugas dan

wewenang MPR dapat dirinci sebagai berikut”.

a.

5 104

Menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dan garis-garis besar dari pada haluan negara, serta mengubah
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Menetapkan garis-garis besar haluan negara;

Memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden;

. Membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga

negara yang lain, termasuk penetapan garis-garis besar haluan negara;
Memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap putusanputusan
Majelis;

Menyelesaikan pemilihan dan selanjutnya mengangkat Presiden dan Wakil

Presiden;

. Meminta pertanggungjawaban dari Presiden mengenai pelaksanaan garis-

garis besar haluan negara dan menilai pertanggungjawaban tersebut;
Mencabut kekuasaan dan memberhentikan Presiden dalam masa
jabatannya apabila Presiden sungguh-sungguh melanggar UndangUndang
Dasar dan/atau garis-garis besar haluan negara;

Menetapkan Peraturan Tata Tertib Majelis;

Menetapkan Pimpinan Majelis yang dipilih dari dan oleh Anggota;

104 Hidayat “Tugas dan wewenang MPR sebelum Amandemen uud 1945” Hal 1

https://www.hukumonline.com/klinik/a/tugas-dan-wewenang-mpr-lt4cc6a009be454/ di  akses
maret 2023


https://www.hukumonline.com/klinik/a/tugas-dan-wewenang-mpr-lt4cc6a009be454/
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k. Mengambil dan/atau memberi keputusan terhadap Anggota yang

melanggar sumpah/janji Anggota

Sedangkan menurut Prof. Sri Soemantri, bahwa jika diteliti “dalam UUD

1945 maka Undang-Undang Dasar 1945 hanya mengatur satu wewenang saja,

yaitu dalam pasal 37. Dan setelah adanya ketetapan MPR No. 1/MPR/1983 dapat

kita lihat bahwa wewenang MPR tidak hanya itu saja. Dalam pasal 4 Ketetapan

Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR No 1/MPR/1983 kewenangan MPR ada

sembilan, yaitu:

a.

105

Membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga
negara yang lain, termasuk penetapan Garis-Garis Besar Haluan Negara
yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Presiden/Mandataris;
Memberikan  penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap
putusanputusan Majelis;

Menyelesaikan pemilihan dan selanjutnya mengangkat Presiden Wakil
Presiden;

Meminta pertanggungjawaban dari Presiden/ Mandataris mengenai
pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan menilai
pertanggungjawaban tersebut;

Mencabut mandat dan memberhentikan Presiden dan memberhentikan
Wakil Presiden dalam masa jabatannya apabila Presiden/wakil presiden
sungguh-sungguh melanggar Haluan Negara dan/atau Undang-Undang

Dasar.;

105 Soemantri, Pasal 3, Pasal 6 ayat (2), Pasal 9 Undang-Undang Dasar

1945 (sebelum amandemen) (“UUD 1945 sebelum amandemen”) 2018 Hal-1-5


https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945
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f.  Mengubah undang-Undang Dasar;
g. Menetapkan Peraturan Tata Tertib Majelis; 8) Menetapkan Pimpinan
Majelis yang dipilih dari dan oleh anggota;
h. Mengambil/memberi keputusan terhadap anggota yang melanggar
sumpah/janji anggota
C. Kedudukan Ketetapan MPR/S Setelah Keluarnya Ketetapan MPRS No.
XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib
Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan  Peraturan Perundangan
Republik Indonesia
Tap MPR mulai dikenal sejak tahun 1960 yaitu sejak MPRS pertama
kali bersidang dan membuat keputusan-keputusan. Praktek ini berjalan dan
diteruskan oleh MPR. Karena telah berjalan cukup lama dan diterimasebagai
bagian dari praktek ketatanegaraan di Indonesia, maka bentuk Tap MPR dapat
dipandang sebagai salah satu peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam
ketentuan mengenai Peraturan Tata Tertib MPR, disebutkan bahwa Ketetapan
MPR bersifat mengikat ke dalam dan ke luar MPR. Sedangkan putusan MPR
yang semata-mata mengikat ke dalam disebut Keputusan MPR.*®
Keberadaan Tap MPR didasarkan pada praktek ketatanegaraan
ataukonvensi, dalam hal ini Dicey membedakan antara kaidah hukum
dankonvensi atas dasar kekuatan memaksa. Kaidah hukum dapat

dipaksakanmelalui proses pengadilan, sedangkan konvensi tidak. Ketaatan

1% Riri Nazriyah,MPR RI Kajian Terhadap Produk Hukum dan Prospek di Masa Dapan,
(Yogyakarta: FH UlI Press, 2007), him. 173
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terhadap konvensi semata-mata karena dorongan etik.*®” Konvensi ketatanegaraan
sebagai sumber hukum sangat penting artinya dalam melengkapi atau
mendinamisasikan kaidah-kaidah hukum dibawahnya. Apalagi muatan UUD
1945 sebelum perubahan sangat terbatas. Ketetapan MPR/S telah berkembang
sebagai konvensi dan “dikukuhkan” dalam Tap No.XX/MPRS/1966 sebagai salah
satu jenis peraturan perundang-undangandalam hierarki hukum Indonesia,
konvensi dan sistematisasi ini dikukuhkandalam Tap No. VI/MPR/1973 jo. Tap
No. II/MPR/1978 dan menjadikerangka utama untuk memahami konstitusi,
bahkan hukum tata negara, sejak 1960. Hal ini berlangsung sampai terbitnya Tap
MPR No. I1I/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan
Perundang-Undangan.*®

Pada Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 menyatakan bahwa
Ketetapan MPR adalah salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang tata
urutannya berada di bawah UUD 1945. Dalam praktek pembuatan ketetapan oleh
MPR/S, tidak semua ketetapan MPR/S mempunyai sifat atau ciri sebagai
peraturan perundangan: a) umum; b) berisikan peraturan; dan c)tidak
individual/konkret. Dari segi substansi, terdapat Tap MPR vyang bersifat
konkret/individual yang menimbulkan akibat hukum secara khusus atau bersifat
konstitutif. Di samping terdapat Tap MPR yang bersifat pengaturan dan oleh

karenanya dapat digolongkan sebagai sebuah peraturan perundangan dan Tap

97 parlin M. Mangunsong, Konvensi Ketatanegaraan Sebagai Salah Satu Sarana
Perubahan Undang-Undang Dasar, (Bandung: Alumni, 1992), him. 43

198 Riri Nazriyah, MPR RI Kajian terhadap Produk Hukum dan Prospek di Masa
Depan,(Yogyakarta: FH UlI Press, 2007), him. 282
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MPR yang bersifat konkret/individual yang konstitutif, terdapat juga ragam Tap
MPR lain yang tidak termasuk dalam kedua macam tersebut.'%°

Tap MPR yang substansinya merupakan sebuah pernyataan keinginan
atau pernyataan kehendak, komitmen, atau deklarasi, atau perintah dari MPR
kepada lembaga pembuat undang-undang. Adanya keberagaman sifat dari
substansi Tap MPR sebagaimana tersebut di atas sebagai akibat dari ketentuan
Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum perubahan yang menyatakan bahwa MPR
adalah pelaksana kedaulatan rakyat sepenuhnya. Dengan statusnya yang
demikian, MPR berhak untuk membuat berbagai macam putusan apapun dan
ketetapan yang bersifat apapun yang dituangkan dalam bentuk Tap MPR/S.
Penjelasan UUD 1945 memberi artibahwa: Majelis ialah penyelenggara negara
yang tertinggi. Majelis ini dianggap sebagai penjelmaan rakyat yang memegang
kedaulatan negara. Selanjutnya penjelasan Pasal 3 menyebutkan: oleh karena
MPR memegang kedaulatan negara maka kekuasaannya tidak terbatas.**°

Dalam prakteknya, sebutan bagi Lembaga Tertinggi Negara dengan
kekuasaan tidak terbatas digunakan sebagai alat antara lain memperbesar
kekuasaan presiden di luar ketentuan UUD 1945, seperti Tap MPR yang memberi
kekuasaan tidak terbatas kepada presiden demi pembangunan.***

Disamping itu, kekuasan tidak terbatas telah dipergunakan untuk

membuat berbagai ketetapan di luar wewenang MPR diluar materi muatan dan

% Harjono, Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa, (Jakarta: sekretariat jenderal dan

KepaniteraanMahkamah Konstitusi, 2008). 512

10 penjelasan Pasal 3: oleh karena MPR memegang kedaulatan negara, maka
kekuasannya tidak terbatas, mengingat dinamik masyarakat, sekali dalam lima tahun Majelis
memperhatikan segala yang terjadi dan segala aliran-aliran pada waktu itu dan menentukan
haluan-haluan apa dan hendaknya dipakai untuk dikemudian hari.

1 Tap MPR No. V Tahun 1998.
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tata cara yang ditentukan dalam UUD 1945. Hal yang sama terjadi pada masa
orde lama, seperti pengangkatan Presiden Soekarno menjadi presidenseumur
hidup.'*? Praktek ketatanegaraan ini merupakan pelanggaran terhadap UUD 1945
dan semuanya dianggap bersumber dari penyalahgunaan arti MPR sebagai
penyelenggara negara tertinggi yang memegang kedaulatan negara yang disertai
kekuasaan tidak terbatas.**®

Penempatan Tap MPR dalam urutan kedua dalam Tata Urutan
Peraturan Perundangan menurut Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 dan
dengan mempertimbangkan praktek bahwa Tap MPR mempunyai berbagai
macam sifat sebagaimana disebut di atas menyebabkan Tap MPR memiliki
kedudukan yang sangat spesifik dalam sebuah undang-undang yang urutan
letaknya berada dibawah Tap MPR. Maksud disusunnya tata urutan peraturan
perundangan adalah agar suatu bentuk peraturan perundangan jelas letak
urutannya dan dengan demikian pula jelas sumber dan dasar hukum bagi sebuah
peraturan perundang-undangan tersebut, yaitu peraturanperundangan yang
urutannya berada di atasnya. Dalam penyusunan undangundang, sebagai peraturan
perundangan di bawah Tap MPR, fungsi Tap MPR dapat menjadi sumber hukum
materiil dan sumber hukum formil. Sebagai sumber hukum materiil dari sebuah
undang-undang, sebuah Tap MPR perlu untuk dimasukkan ke dalam konsideran

“menimbang” sebuah undang-undang.™*

112 Tap MPRS No. I1//MPRS/1963.

113 Bagir Manan, DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru, (Yogyakarta: FH UlI
PRESS, 2003), him. 78.

1% Harjono, Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa, (Jakarta: sekretariat jenderal dan
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008).. 513.
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Ketetapan MPR vyang berisikan pernyataan keinginan, kehendak,
perintah, komitmen, atau deklarasi dapat dijadikan sumber materiil dari sebuah
undang-undang. Sebagai sumber hukum formal sebuah undangundang, Tap MPR
dimasukkan dalam konsideran “mengingat” dalam sebuah undang-undang. Tap
MPR yang berisi aturan yang bersifat umum yang oleh karenanya termasuk dalam
peraturan perundangan, atau sebuah keputusan konkret yang bersifat konstitutif
yang berkaitan dengan substansi undangundang yang dibuat, perlu dicantumkan
dalam konsideran “mengingat” undang-undang yang bersangkutan.

Menurut ketentuan pasal 3 juncto Pasal 37 UUD 1945 yang asli, salah
satu kewenangan MPR adalah menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara.
Mengapa MPR diberi kewenangan menetapkan Garis-Garis Besar Haluan
Negara? Selain untuk memberi pedoman kerja dan panduan penyusunan program
kerja bagi presiden dalam melaksanakan tugasnya, Garis-Garis Besar Haluan
Negara itu diperlukan karena pedoman atau haluan-haluan kebijakan bernegara
yang ditentukan dalam UUD 1945 sangat atau bahkan terlalu ringkas dan
sederhana. Oleh karena itu, di samping haluan-haluan yang telah ditentukan dalam
UUD 1945, maka diperlukan haluan-haluan negara yang lebih jelas di luar UUD
ringkas.

Ketetapan yang berisi penafsiran dan elaborasi normatif itu diperlukan
untuk melengkapi haluan-haluan negara yang terdapat dalam konstitusi tertulis
yang belum lengkap itu. Dengan perkataan lain, Tap MPR/S itu juga mempunyai
nilai konstitusi atau sebagai bentuk penafsiran atau bahkan merupakan perubahan

UUD dalam bentuk yang tidak resmi menurut ketentuan Pasal 37 UUD 1945.
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Hanya saja, karena prosedur pembahasan dan pengambilan dalam proses
pembentukan Tap MPR/S itu memang berbeda dari penyusunan atau perubahan
UUD menurut ketentuan Pasal 37 UUD 1945, maka kedudukan keduanya
dianggap tidak sederajat. UUD sebagai hukum tertinggi tetap mempunyai
kedudukan yang lebih tinggi dari pada Tap MPR/S lainnya. Itu sebabnya,
Ketetapan MPRS No0.XX/MPRS/1966 menentukan hierarki Tap MPR/S itu
sebagai peraturan dibawah UUD, tetapi di atas UU.**
D. Kedudukan Ketetapan MPR Setelah Keluarnya Tap MPR Nomor IlI
Tahun 2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan
Perundang-Undangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia

Sistemisasi tentang sumber dan hierarki tata urutan peraturan perundang-
undangan selanjutnya dilakukan pada Sidang Umum MPR Tahun 2000 yang
menetapkan Tap MPR Nomor 11l Tahun 2000 tentang Sumber Hukum dan Tata
Urutan Peraturan Perundang-Undangan.**® Meskipun sistemisasi ini serupa
dengan dengan Tap MPRS No. XX/MPRS/1966, tetapi di antara keduanya
terdapat perbedaan mencolok yang bersifat problematik.

Tap MPR Nomor Il Tahun 2000 yang menentukan hierarki peraturan
perundang-undangan pada Pasal 2, yaitu Tata Urutan Peraturan Perundang-
Undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya.

Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia adalah: a.

15 MPR RI 2004-2009 Aktifitas dan Dinamika, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI,
2009), 34
116 Oktava, Eksistensi Ketetapan MPRS Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di

Indonesia.,”Jurnal luS Kajian Hukum dan Keadila”.5(1) 120-152,2017
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Undang-Undang Dasar 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia; c¢. Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang (Perpu); e. Peraturan Pemerintah; f. Keputusan Presiden yang
Bersifat Mengatur; dan g. Peraturan Daerah. Seperti halnya materi muatan Tap
MPR/S pada Tap No. XX/MPRS/1960, materi muatan Tap MPR/S pada masa ini
juga masih sangat luas. Belum ada pembatasan terhadap materi muatan yang
dapat termuat dalam Tap MPR/S.

Hingga sampai akhirnya, MPR hasil Pemilu 1999 yang diselenggarakan
dengan cukup demokratis, menindaklanjuti tuntutan ~masyarakat yang
menghendaki perubahan UUD 1945 dengan melakukan satu rangkaian perubahan
konstitusi dalam empat tahapan yang berkesinambungan, sejak Sidang Umum
MPR Tahun 1999 sampai dengan Sidang Tahunan MPR Tahun 2002.*"
Perubahan UUD 1945 ini membawa implikasi terhadap kedudukan, tugas, dan
wewenang MPR.

Berubahnya kedudukan MPR juga berimplikasi kepada tugas dan
wewenang MPR. MPR tidak lagi mempunyai wewenang dan tugas yang sama.
Perubahan tugas dan wewenang ini, khususnya yang berkenaan dengan hilangnya
tugas dan wewenang MPR untuk menetapkan Garis-Garis Besar dari pada Haluan
Negara, selanjutnya berimplikasi pada materi dan status hukum Tap MPR/S yang
telah dihasilkan sejak tahun 1960 sampai tahun 2002. Oleh sebab itu, dalam Pasal

| Aturan Tambahan UUD 1945, MPR ditugasi untuk melakukan peninjauan

7 MPR RI 2004-2009 Aktifitas dan Dinamika, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI,
2009),him. 142.
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kembali terhadap materi dan status hukum Tap MPR/S untuk diambil putusan
pada Sidang MPR Tahun 2003.19

Setelah perubahan UUD 1945 dilakukan secara lengkap, yaitu dengan
adanya perubahan keempat tahun 2002, MPR pada Tahun 2003 menetapkan Tap
MPR pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2003, MPR menetapkan Tap MPR No.
I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan
MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.
Ketetapan tersebut terbit disebabkan adanya perubahan yang mendasar dalam
sistem ketatanegaraan oleh adanya perubahan sampai dengan IV UUD 1945.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa fungsi dari Tap MPR No. I/MPR/2003
adalah sebagai aturan peralihan.*®

Dasar hukum pembentukan Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 yang
utama adalah Pasal |1 Aturan Tambahan dan Pasal | dan Pasal Il Aturan Peralihan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan
oleh MPR dalam Sidang Tahunan MPR pada bulan Agustus 2002.

Tujuan pembentukan Ketetapan MPR Rl Nomor I/MPR/2003 tentang
Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002 adalah
meninjau dan menentukan hal-hal yang berhubungan dengan materi dan status
hukum setiap Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang masih ada saat ini, serta

menetapkan bagaimana keberadaan (eksistensi) dari Ketetapan MPRS dan

18 Oktava, Eksistensi Ketetapan MPRS Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan
di Indonesia.,”Jurnal luS Kajian Hukum dan Keadila”.5(1) 119-142,2017
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Ketetapan MPR tersebut untuk saat ini dan masa yang akan datang. Peninjauan
tersebut juga dilakukan untuk menghindari adanya ketidakpastian hukum yang
akan terjadi dengan berlakunya seluruh sistem pemerintahan negara berdasarkan
UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah selesainya
seluruh perubahan yang dilakukan oleh MPR.

Perubahan kewenangan MPR dalam hal pembentukan Ketetapan MPR
yang berlaku ke luar membawapula akibat perubahan pada kedudukan dan status
hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR dalam tata susunan (hierarki)
Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia.™*

Dalam masa transisi berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) ke masa berlakunya Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (setelah perubahan), dan untuk
melakukan “penyesuaian” terhadap segala perubahan yang terjadi, dalam Sidang
Tahunan MPR Tahun 2003, sebagaimana tugas yang diamanatkan oleh Pasal |
Aturan Tambahan, Pasal | dan Pasal Il Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka MPR membentuk sebuah ketetapan
yaitu Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 yang berisi peninjauan terhadap
materi dan status hukum Ketetapan-Ketetapan MPRS dan MPR dari tahun 1960
sampai dengan tahun 2002.'%°

Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 telah menegaskan bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Negara

119 Riananda , Dinamik Kedudukan Tap MPR Dalam Hierarki Peraturan Perundang-
Undangan,” Fiat Justisiajurnal llmu Huk” 8(2).2015

120 Oktava, Eksistensi Ketetapan MPRS Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan
di Indonesia.,”Jurnal luS Kajian Hukum dan Keadila”.5(1) 120-152,2017
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Republik Indonesia Tahun 1945 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu
tanggal 10 Agustus 2002. Namun, pada saat itu masih terdapat sejumlah
Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang secara hukum masih berlaku.
Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang secara hukum masih berlaku tersebut,
kadang-kadang secara nyata tetap menjadi pedoman bagi masyarakat atau pun
bagi pejabat dalam membentuk berbagai peraturan perundang-undangan dalam
rangka menyelenggarakan pemerintahan negara. Selain itu, terdapat juga
Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang masih diinginkan oleh masyarakat
luas untuk dipertahankan eksistensinya.**

Karena selama masa tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 masih terdapat
sebanyak 139 Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang secara hukum masih
berlaku. MPR melalui Panitia Ad Hoc Il melakukan berbagai pengkajian dan
analisis terhadap seluruh Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR tersebut. Kajian
dan analisis tersebut kemudian ditetapkan dalam Ketetapan MPR RI Nomor
I/MPR/2003 yang menempatkan seluruh Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR
tersebut sesuai dengan materi dan status hukumnya.

Peninjauan terhadap seluruh Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR
dilakukan dengan pengkajian dan analisis tentang materi atau substansi yang
dirumuskan dalam setiap Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang dibentuk
antara tahun 1960 sampai dengan tahun 2002, kemudian memisahkannya dalam
kelompok-kelompok yang mempunyai kesamaan materi. Sementara itu,

peninjauan terhadap status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR

121 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan
bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 10 Agustus 2002
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dilakukan dengan melakukan pengkajian dan analisis terhadap substansi yang
terdapat dalam setiap Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR tersebut, kemudian
menentukannya dalam kelompokkelompok yang mempunyai kesamaan status
hukum untuk mendapatkan kepastian tentang berbagai sifat norma yang
terkandung di dalamnya.*??

Ditinjau _dari sudut materi atau substansi norma hukum yang terdapat
dalam Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR dapat dibedakan sebagai berikut:**

a. Dari segi alamat vyang dituju/diatur (adressat norm) dapat
dibedakanantara yang bersifat individual dan yang bersifat umum;

b. Dari segi hal yang diatur dapat dibedakan antara yang bersifat konkret
danabstrak:

c. Dari segi keberlakuannya dapat dibedakan antara yang bersifat
final/sekali-selesai (einmalig) dan yang bersifat terus menerus (tetap
berlaku dengan ketentuan).

Berdasarkan peninjauan yang dilakukan, tidak semua Ketetapan MPRS
dan Ketetapan MPR memiliki norma hukum yang sejenis untuk keseluruhan
pasalnya dan juga sifat yang dimiliki ketetapan tersebut. Dalam suatu Ketetapan
MPRS dan Ketetapan MPR tidak jarang pasal-pasalnya merupakan campuran dari
norma hukum yang bersifat pengaturan (regeling) dan norma hukum yang bersifat

penetapan (beschiking).

122 Oktava, Eksistensi Ketetapan MPRS Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan
di Indonesia.,”Jurnal luS Kajian Hukum dan Keadila”.5(1) 120-152,2017

122 Asnawi, Kedudukan Hukum Ketetapan MPRS/MPR Sebelum dan Sesudah
UU,”Jurnal Hukum Respublica “.,20(1),1-13,2020
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Dengan demikian pengelompokan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR
yang dilakukan peninjauan dari segi keberlakuannya juga mengandung makna
dibatasi di samping yang bersifat final/sekali-selesai (einmalig) dan yang bersifat
terus menerus (tetap berlaku dengan ketentuan).*?

Pengelompokan yang bersifat dibatasi adalah jika substansi dari Ketetapan
MPRS dan Ketetapan MPR tersebut:

a. telah berakhir masa berlakunya dan/atau materinya sudah diatur dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil pemilihan umum
tahun 2004;

c. tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang; dan

d. masih berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib
yangbaru oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
hasil pemilihan umum tahun 2004.

Dengan ditetapkannya Ketetapan MPR tersebut, seluruh Ketetapan MPRS
dan Ketetapan MPR yang berjumlah 139 dikelompokkan ke dalam 6 pasal
(kategori) sesuai dengan materi dan status hukumnya. Substansi Ketetapan MPR
h:125

tersebut adala

a. Kategori I: TAP MPRS/TAP MPR yang dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku (8 Ketetapan);

b. Kategori II: TAP MPRS/TAP MPR yang dinyatakan tetap berlaku
dengan ketentuan (3 Ketetapan);

124 Asnawi, Kedudukan Hukum Ketetapan MPRS/MPR Sebelum dan Sesudah
UU”Jurnal Hukum Respublica “.,20(1),1-55,2020

125 Zulfkar,Diskursus Ketetapan MPR Untuk Presiden Setelah Undang-Undang,”Jurnal
Majelis «,65
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c. Kategori Il1l: TAP MPRS/TAP MPR yang dinyatakan tetap berlaku
sampai dengan terbentuknya Pemerintahan Hasil Pemilu 2004 (8
Ketetapan);

d. Kategori IV: TAP MPRS/TAP MPR yang dinyatakan tetap berlaku
sampai dengan terbentuknya Undang-Undang (11 Ketetapan);

e. Kategori V: TAP MPRS/TAP MPR yang dinyatakan masih berlaku
sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib Baru oleh MPR
Hasil Pemilu 2004 (5 Ketetapan); dan

f. Kategori VI: TAP MPRS/TAP MPR yang dinyatakan tidak perlu
dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat final
(einmalig), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan (104
Ketetapan).

Dengan begitu, status hukum dari keseluruhan Ketetapan MPRS dan

Ketetapan MPR selama kurun waktu tahun 1960 sampai dengan tahun 2002
menjadi jelas dan sampai dengan tahun 2012 berarti Tap MPR/S yang masih
berlaku ada tujuh, yaitu satu Tap MPRS dan enam Tap MPR.'?

Berdasarkan hasil peninjauan Tap MPR/S tersebut diatas dan wewenang
yang dimiliki oleh MPR setelah adanya Perubahan UUD 1945, MPR tidak lagi
berwenang menerbitkan Tap MPR yang bersifat mengatur (regeling) oleh sebab
itu, Tap MPR tidak dapat lagi dijadikan sebagai sumber hukum dan harus
dikeluarkan dari hierarki peraturan perundang-undangan.

E. Kedudukan Ketetapan MPR Setelah Keluarnya Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Setelah terbitnya TAP MPR No I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap
Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS/MPR RI Tahun 1960- 2002,
Ketetapan MPR berada di simpang jalan. Di satu pihak Tap MPR/S yang masih

berlaku ada tujuh. Ketujuh Tap tersebut adalah Ketetapan Majelis

126 Febriansyah, Eksistensi dan Prospek Regulasi Dalam sistem Norma Hukum,”Jurnal
Legislasi Indonesi 6, 667-682,2011
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Permusyawaratan ~ Rakyat =~ Sementara  Republik  Indonesia ~ Nomor
XXVIMPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan
Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi
Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau
Mengembangkan Paham ~ atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme;™’
Ketetapan MPR Rl Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam
Rangka Demokrasi Ekonomi; Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN; Ketetapan MPR Nomor
VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa; Ketetapan MPR Nomor
VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan; Ketetapan MPR Nomor
VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan
Pencegahan KKN; dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan
Sumber Daya Alam sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam Ketetapan
tersebut.

Ketujuh Ketetapan yang masih berlaku itu masih memiliki daya laku
(validity) dan daya guna (efficacy), tetapi pada sisi yang lain setelah keluarnya UU
No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak
lagi menempatkan TAP MPR dalam jenis dan hierarki Peraturan Perundang-
Undangan. Memang benar pada Pasal 7 Undang-Undang ini dinyatakan bahwa
“Jenis Peraturan Perundang-Undangan selain sebagaimana dimaksud Ayat (1)

diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang

27 Huda,Judisial Review dalam Sistem Hukum Indonesia,” Jurnal Hukum Isu Qula
Lustum 15 (1), 98537,2008
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diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi”, serta
kemudian juga dijelaskan lagi dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (4) Ayat (4).'?

Peraturan Perundang-Undangan selain dalam ketentuan ini, antara lain,
peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah
Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, Menteri, kepala badan,
lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh undangundang atau
pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,
Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Berdasarkan hasil peninjauan ketetapan-ketetapan MPR/S tersebut diatas
dan wewenang yang dimiliki oleh MPR setelah adanya perubahan UUD 1945,
MPR tidak lagi berwenang menerbitkan Tap MPR yang bersifat mengatur. Oleh
sebab itu, Tap MPR tidak lagi dijadikan sebagai sumber hukum dan harus
dikeluarkan dari hierarki peraturan perundang-undangan. Di dalam ketentuan UU
No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
dimaksudkan untuk menggantikan fungsi dan mengadopsikan materi Ketetapan
No. 11I/MPR/2000.

Bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan itu ditentukan atas jenis dan

.129

hierarki Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut :*~ a. Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Undang-

128 ApdulRouf, Tinjauan Terhadap Komisi Yudisial Dalam Sistem Ketatanegaraan di
Indonesia,Ul1,2016 2-44

% ApdulRouf, Tinjauan Terhadap Komisi Yudisial Dalam Sistem Ketatanegaraan di
Indonesia,Ull,2016 2-44
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Undang/Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang; c. Peraturan
Pemerintah; d. Peraturan Presiden; dan e. Peraturan Daerah. Dalam ketentuan
tersebut di atas, status Tap MPR sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-
undangan ditiadakan. Karena itu, MPR hasil Pemilu 2004 telah mendasarkan diri
kepada UUD 1945 pasca perubahan keempat tahun 2002.*%°

Dari uraian di atas nampak bahwa keberadaan Tap MPR/S setelah
perubahan UUD 1945 masih menimbulkan persoalan, status hukumnya tidak jelas
karena Tap tersebut pada kenyataannya masih dan dinyatakan masih berlaku,
tetapi tidak lagi sebagai sumber hukum formal. Untuk itu, upaya menyikapi
ketidak jelasan status hukum Tap MPR/S seharusnya segera dibentuk peraturan
perundang-undangan guna menampung persoalanpersoalan yang berkaitan dengan
masalah tersebut dan Tap MPR yang masih dinyatakan berlaku hanya dijadikan
sumber hukum materiil.

Sekarang, masalahnya adalah apakah berbagai Tap MPR/S tersebut dapat
dikatakan mempunyai status hukum yang sederajat dengan Undang-Undang atau
sederajat dengan UUD? Hal ini penting untuk dipastikan karena MPR menurut
UUD 1945 pasca perubahan keempat tidak lagi memiliki kewenangan untuk
menilai dan membahas atau menjadikannya objek pembahasan dalam persidangan
MPR. MPR tidak lagi membicarakan putusan-putusan yang pernah ia buat sendiri
dimasa lalu seperti ketetapan-ketetapan seperti tersebut di atas. Setelah perubahan
UUD 1945, MPR hanya dapat mengagendakan pembahasan mengenai salah satu

dari empat kewenangan MPR. Diluar keempat agenda yang terkait kewenangan

1% Riananda , Dinamik Kedudukan Tap MPR Dalam Hierarki Peraturan Perundang-
Undangan,” Fiat Justisiajurnal llmu Huk 8(2).2015
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MPR, tidak dikenal adanya sidang MPR yang lain. Status hukum Tap MPR
setelah Pemilu 2004 sangat erat kaitannya dengan materi muatan yang terkandung
dalam setiap Tap tersebut. Selain itu status hukum Tap berhubungan pula dengan
sifat aturan hukum yang dirumuskan di dalamnya.™*

Jika dipandang dari segi bentuknya dan lembaga yang berwenang
menetapkannya, jelas bahwa Tap MPR/S sama sekali bukanlah UU. Ketujuh Tap
MPR/S dapat dinilai lebih tinggi daripada UU dan karena itu setara dengan UUD,
karena beberapa alasan. Pertama, secara historis sampai dengan pelaksanaan
Sidang MPR Tahun 2003, kedudukannya memang pernah lebih tinggi dari pada
kedudukan UU seperti yang ditentukan oleh Tap MPR No. 111/2000. Kedua, dari
segi bentuknya, ketujuh Tap MPR/S itu jelas pula bukan berbentuk UU, sehingga
tidak dapat disetarakan dengan UU. Ketiga, dari segi lembaga pembentuk atau
lembaga negara yang menetapkannya, jelas pula bahwa Tap MPR/S tidak
ditetapkan oleh pembentuk UU, yaitu DPR bersama-sama dengan Presiden,
melainkan oleh MPR dan MPRS.

Nampak bahwa keberadaan ketujuh Tap MPR/S setelah perubahan UUD
1945 dan keluar UU No. 10 Tahun 2004 masih menimbulkan persoalan, status
hukumnya tidak jelas karena ketetapan tersebut dalam kenyataannya masih ada
dan dinyatakan masih berlaku, tetapi tidak lagi sebagai sumber hukum formal.
Untuk itu, perlu upaya untuk mengatasi ketidakjelasan status dari ketujuh Tap

MPR/S tersebut.*®?

13! Riananda , Dinamik Kedudukan Tap MPR Dalam Hierarki Peraturan Perundang-
Undangan,” Fiat Justisiajurnal llmu Huk” 8(2).2015

132 Asnawi, Kedudukan Hukum Ketetapan MPRS/MPR Sebelum dan Selesai Undang-
Undang,”Jurnal Ensiklopediaku Social Review 3 (2) 227-236, 2021
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BAB IV
KEDUDUKAN HUKUM KETETAPAN MPR RI SETELAH UNDANG-
UNDANG NO 12 TAHUN 2011
Sebelum kita mengarah ke penjelasan lebih luas tentang kedudukan MPR
Setelah Amandemen terlebih dahulu kita harus memahami strutur lembaga Negara
setelah Amandemen UUD 1945.

Struktur Lembaga Negara Setelah Amandemen UUD 1945:'%

UUD 1945

MPR Presiden MA

BPK
DPR| DPD Wakil Preaiden MK | KY

1. MPR: Setelah amandemen, kedudukan MPR menjadi setara dengan
lembaga negara lainnya di bawah UUD 1945. MPR berwenang untuk
mengubah dan menetapkan UUD, melantik, dan memberhentikan presiden
dan wakil presiden sesuai Undang-Undang atau UU.

2. DPR: Setelah amandemen, kedudukan DPR dalam sistem ketatanegaraan

semakin diperkuat karena DPR berwenang membuat UU.

133 Nada Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Struktur Lembaga Negara
Sebelum dan Sesudah Amandemen”, Klik untuk baca: https://nasional. kompas.com/read/2022/
02/16/00450071/struktur-lembaga-negara-sebelum-dan-sesudah aman[ demen. Di akses 10 maret
2023
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3. Presiden dan Wakil Presiden: Setelah amandemen, rakyat memiliki hak
suara untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung melalui
pemilu. Presiden dan Wakil Presiden memegang kekuasaan pemerintah
dan berwenang mengesahkan RUU menjadi UU.

4. DPD: Dewan Perwakilan Daerah adalah perwakilan daerah dalam sistem
ketatanegaraan. DPR berwenang mengajukan RUU kepada DPR terkait
otonomi daerah.

5. BPK: BPK memiliki tugas dan wewenang strategis mengenai sumber dan
anggaran keuangan negara. BPK melaporkan hasil pemeriksaan kepada
DPR, DPRD, dan DPD.

6. MA: Setelah amandemen, MA membawahi badan peradilan dalam
wilayah peradilan umum peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan
tata usaha negara. MK: Bersama MA, MK memegang kekuasaan
kehakiman yang berwenang menguji UU terhadap UUD.

7. KY: Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri
dan berhak mengusulkan pengangkatan hakim agung.™*

A. Kedudukan MPR setelah Amandemen UUD 1945

Setelah amandemen UUD 1945 lembaga MPR telah mengalami
perubahan kedudukan, tugas, dan wewenang, yang mana sebelum amandemen
UUD 1945 MPR menjadi lembaga tertinggi negara. Namun setelah amandemen

UUD 1945 MPR berubah menjadi lembaga tinggi negara 5 yang setara dengan

1% Monica dan Nada Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Struktur
Lembaga Negara Sebelum dan Sesudah Amandemen”, Klik untuk baca: https://nasional.
kompas.com/read/2022/02/16/0045007 1/struktur-lembaga-negara-sebelum-dan-sesudah aman[
demen. Di akses 10 maret 2023
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lembaga tinggi lainnya seperti Presiden, DPR, DPD, MA, MK, BPK.'®
Berdasarkan UUD 1945 tugas MPR sebagaiamana yang tertera dalam
pasal 3 ayat (1), pasal 37, pasal 3 ayat (2), (3), pasal 8 ayat (2), (3). Tidak ada
wewenang MPR untuk membuat suatu ketetapan yang sifathya mengatur keluar
(regelling), sehingga dalam hal ini MPR tidak lagi bisa membuat keputusan
seperti sebelum amandemen UUD 1945 namun yang menjadi persoalan dengan
TAP MPR saat ini adalah ketika dimasukkannya kembali TAP MPR kedalam
hierarki perundang-undangan sesuai dengan pasal 7 ayat (1) UU No 12 tahun
2011 tentang Peraturan Perundang-undangan yang menempatkan TAP MPR
setingkat dibawah UUD 1945 dan tentunya lebih tinggi dari UU dan lebih rendah
dari UUD 1945.%%°.
Tugas dan Fungsi MPR sebagai Lembaga Tinggi:
1. Memasyarakatkan Pancasila dan UUD 1945
2. Membahas dan memberikan pertimbangan terhadap RUU (Rancangan
Undang-Undang) yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat
dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah,
pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya
3. Memberikan pertimbangan dalam Rancangan Undang-Undang anggaran
pendapatan dan belanja negara dan Rancangan Undang-Undang yang
berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama

4. Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK

135 Jimly “ Amandemen undang-undang dasar 1945” https://www.mpr.go.id/pages/
produk-mpr/panduan-pemasyarakatan/bab-ii-uud-nri-tahun-1945/dhasil-perubahan--naskah-asli-
uud-1945-1

1% pasal 7 ayat (1) UU No 12 tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan


https://www.mpr.go.id/pages/%20produk
https://www.mpr.go.id/pages/%20produk

5.

89

Mengawasi pelaksanaan Undang-Undang mengenai otonomi daerah,
pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan
daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,
pelaksanaan

Dengan demikian, perbedaan tugas dan wewenang MPR sebagai lembaga

tertinggi dan lembaga tinggi terletak pada peran dan fungsi MPR dalam

menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga negara.

Selain diatur dalam UUD 1945, dasar hukum tugas dan wewenang mpr adalah

tercantum dalam UU MD3 tepatnya pada Pasal 5yang mengatur tugas MPR

yaitu:
a.

b.

C.

d.

Memasyarakatkan ketetapan MPR;

Memasyarakatkan Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

Mengkaji sistem ketatanegaraan, UUD 1945, serta pelaksanaannya; dan

Menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan UUD 1945.

Kemudian, Pasal 4 UU MD3 menyebutkan wewenang MPR adalah:

a.

b.

C.

mengubah dan menetapkan UUD 1945;

melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden hasil pemilihan umum;
memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil
Presiden dalam masa jabatannya, setelah Mahkamah Konstitusi
memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan
pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi,

penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau


https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt53fefb3850a2a/undang-undang-nomor-17-tahun-2014/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_17_2014

90

terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenubhi
syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden;

d. melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat,
berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam
masa jabatannya;

e. memilih Wakil Presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh Presiden apabila
terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya; dan

f.  memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya mangkat, berhenti,
diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa
Jabatannya secara bersamaan, dari 2 pasangan calon presiden dan wakil
presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik
yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara
terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai
berakhir masa jabatannya.**’

Dari Tugas dan Fungsi/Wewenang MPR diatas dapat Kita lihat Kelebihan
MPR sebagai Lembaga Tinggi vyaitu: (1). MPR memiliki peran dalam
memasyarakatkan Pancasila dan UUD 1945. (2). MPR memberikan pertimbangan
terhadap RUU (Rancangan Undang-Undang) yang berkaitan dengan otonomi
daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan
daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya. (3).
MPR memberikan pertimbangan dalam Rancangan Undang-Undang anggaran

pendapatan dan belanja negara dan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan

137 Soementri “pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR No1/MPR/1983
kewenangan MPR” 4 http://elmigra.blogspot.com/2004/12/reformasi-sistem-kelembagaan-mpr.
htm | di akses maret 2023


http://elmiqra.blogspot.com/2004/12/reformasi-sistem-kelembagaan-mpr.%20htm%20l
http://elmiqra.blogspot.com/2004/12/reformasi-sistem-kelembagaan-mpr.%20htm%20l
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dengan pajak, pendidikan, dan agama. (5). MPR memberikan pertimbangan
kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK. (6). MPR mengawasi pelaksanaan
Undang-Undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan
penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam
dan sumber daya ekonomi lainnya

Dengan kelebihan-kelebihan tersebut, MPR memiliki peran penting dalam
menjaga kedaulatan rakyat dan menentukan arah dan kebijakan negara. Meskipun
saat ini MPR bukan lagi merupakan lembaga tertinggi negara, MPR tetap
memiliki peran penting sebagai lembaga negara yang mewakili kedaulatan rakyat
Indonesia dan menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan amanat rakyat
yang diwujudkan dalam UUD 1945.

1. Kedudukan MPR dalam Hierarki berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011

Seperti yang dikatakan Hans Kelsen, bahwa“norma itu berlapis dan
berjenjang secara hierarki, norma yang bawah tunduk kepada norma yang
diatasnya, norma yang diatasnya tunduk kepada norma diatasnya lagi sampai
dengan norma yang paling tinggi yang tidak ada norma lagi diatasnya, norma
paling tinggi itu disebut norma dasar (Grundnorm).**®

Berdsarkan terori Hans Kelsen ini, maka hierarki perundang-undangan
menjadi suatu hal yang fundamental dalam pembuatan perundang-undangan.
Memperhatikan hierarki perundang-undangan menjadi suatu kewajiban bagi para
pembuat perundang-undangan. Disamping itu dalam menyusun hierarki

perundang-undangan tentunya menjadi pangkal pokok untuk menciptakan tertib

1% Maria Farida Indrati S,Ilmu Per-Undang-Undangan,Yogyakarta:Kanisius, 2007.Hal.
41.
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hukum didalam suatu negara. Khususnya negara yang mengikrarkan dirinya
sebagai Negara hukumseperti Indonesia.

Hierarki perundang-undangan di Indonesia terdapat dalam UU No 12
tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam pasal 7 ayat
(1), yang mana hierarkinya adalah.

Yang menjadi perhatian dan controversial saat ini adalah dimasukkannya
kembali TAP MPR kedalam Hierarki perundang-undangan. Dimasukkannya TAP
MPR kedalam hierarki perundang-undangan banyak menuai Kkritik dari berbagai
kalangan, yang mana TAP MPR ini sempat tidak dimasukkan dalam hierarki
perundang-undangan yang terdapat dalam UU No 10 tahun 2004. Dengan
dirubahnya UU No 10 tahun 2004 menjadi UU No 12 tahun 2011 hal ini
dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, namun dengan
masuknya TAP MR ini justru membuat masalah baru dalam hierarki perundang-
undangan di Indonesia.**

Dalam penjelasan pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa Yang dimaksud
dengan “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat” adalah Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor:
I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan

Majelis  Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis

1% Hans Kelsen, (2009) Hierarki perundang-undangan di Indonesia terdapat dalam UU
No 12 tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan” hal-3
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Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7

Agustus.**°

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa TAP MPR yang dimaksud dipasal

7 ayat (1) ini merupakan TAP MPR yang ada sebelumnya, dengan kata lain tidak

boleh lagi ada TAP MPR yang dibuat oleh MPR untuk menjadi perundang-

undangan yang mengatur secara umum. Disamping itu juga berdasarkan UUD

1945 MPR sudah tidak punya kewenangan lagi untuk membuat ketetapan yang

berlaku secara umum.

2.

a. Makna dari Visi MPR dapat diuraikan sebagai berikut:

1)

2)

Visi,Misi dan Tujuan MPR setelah Amandemen UUD 1945;

141

MPR menjadi rumah kebangsaan memiliki makna bahwa MPR adalah
representasi Majelis Kebangsaan yang menjalankan mandat konstitusional
guna menjembatani berbagai arus perubahan, pemikiran, aspirasi
masyarakat dan daerah dengan mengedepankan etika politik kebangsaan
yang  bertumpu pada nilai-nilai  permusyawaratan/perwakilan,
kekeluargaan, toleransi, kebhinnekaan, dan gotong-royong dalam bingkai
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

MPR sebagai pengawal ideologi Pancasila memiliki makna bahwa MPR
sebagai satu-satunya lembaga negara pembentuk konstitusi (the making of
the constitution), adalah pengawal ideologi negara (the guardian of the

state ideology) Pancasila agar tetap hidup menjadi bintang pemandu dalam

140 pasal 7 ayat (1) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai

dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus.

Hartini  (2022) “Visi Misi dan Tugas MPR setelah Amandemen”

https://www.mpr.go.id/tentang-mpr/Visi,-Misi,-dan-Tujuan hal-1


https://www.mpr.go.id/tentang-mpr/Visi,-Misi,-dan-Tujuan
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penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
dalam mewujudkan tujuan bernegara.

MPR sebagai pengawal kedaulatan rakyat memiliki makna bahwa MPR
adalah lembaga negara pelaksana kedaulatan rakyat yang memiliki
kewenangan tertinggi untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang
Dasar, menjamin tegaknya kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi
dalam penyelenggaraan kenegaraan dan kemasyarakatan sesuai dengan
dinamika aspirasi masyarakat dan daerah, perkembangan politik dan

ketatanegaraan yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

b. MISI MPR RI

Dalam rangka mewujudkan visi “MPR menjadi rumah kebangsaan, pengawal

ideologi Pancasila, dan kedaulatan rakyat”, maka misi MPR adalah:

1)

2)

Melaksanakan ~ wewenang dan tugas  konstitusional  Majelis
Permusyawaratan Rakyat sesuai dengan ketentuan UUD NRI Tahun 1945
dan peraturan perundang-undangan, dengan berlandaskan asas legalitas,
asas kekeluargaan, musyawarah, dan gotong royong;

Melaksanakan revitalisasi nilai-nilai Pancasila, Undang Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta Ketetapan MPRS/MPR dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara;**?

142 Soementri “pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR No

1/MPR/1983  kewenangan ~ MPR” 4 http:/lelmigra.blogspot.com/2004/12/reformasi-sistem-
kelembagaan-mpr. html di akses maret 2023


http://elmiqra.blogspot.com/2004/12/reformasi-sistem-kelembagaan-mpr.%20html
http://elmiqra.blogspot.com/2004/12/reformasi-sistem-kelembagaan-mpr.%20html
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4)

5)

6)

7)

8)

9)
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Mengawal penataan sistem ketatanegaraan, Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan pelaksanaannya;**

Memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah tentang pelaksanaan
UUD NRI Tahun 1945 dalam setiap kebijakan nasional;

Memperkukuh prinsip permusyawaratan, kerukunan nasional, persatuan
dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan semangat Bhinneka Tunggal Ika;

Menegakkan etika kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bidang
politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan keamanan;
Meningkatkan akuntabilitas Kkinerja lembaga-lembaga negara dalam
melaksanakan wewenang dan tugas yang diamanatkan oleh UUD NRI
Tahun 1945 dalam rangka memenuhi hak kedaulatan rakyat untuk
meningkatkan partisipasi dan akses informasi kepada masyarakat;
Mewujudkan harmonisasi hubungan antar lembaga negara dalam
melaksanakan wewenang dan tugas yang diamanatkan oleh UUD NRI
Tahun 1945 berdasarkan prinsip checks and balances;

Memperkuat harmonisasi dalam hubungan diplomatik antar parlemen dan
antar negara sahabat dalam rangka mendukung pelaksanaan politik luar

negeri yang bebas dan aktif serta fungsi diplomasi parlemen.

46

143 Maria Farida Indrati S,1lmu Per-Undang-Undangan,Yogyakarta:Kanisius, 2007.Hal.
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c. TUJUAN

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi MPR, MPR menetapkan 9

(sembilan) tujuan strategis yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun (2015-2019),

sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

Mewujudkan pelaksanaan wewenang dan tugas konstitusional Majelis
Permusyawaratan Rakyat sesuai dengan ketentuan UUD NRI Tahun 1945
dan peraturan perundang-undangan dengan berlandaskan asas legalitas,
asas kekeluargaan, musyawarah, dan gotong royong;

Meningkatkan kualitas pelaksanaan nilai-nilai Pancasila, Undang Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan Bhinneka Tunggal lka serta ketetapan MPRS/MPR dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

Mewujudkan sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan pelaksanaannya sesuai dengan
ideologi dan dasar negara Pancasila, dinamika aspirasi masyarakat dan
daerah, perkembangan politik dan ketatanegaraan Indonesia;**
Mewujudkan kebijakan nasional yang demokratis, transparan dan
akuntabel sesuai dengan dinamika aspirasi masyarakat dan daerah;
Mewujudkan prinsip permusyawaratan, kualitas kerukunan nasional,
persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik

Indonesia berdasarkan semangat Bhinneka Tunggal Ika;

144

Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



97

6) Mewujudkan pelaksanaan etika kehidupan berbangsa dan bernegara oleh
penyelenggara negara dan masyarakat dalam bidang politik, ekonomi,
sosial dan budaya serta pertahanan keamanan;
7) Mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap lembagalembaga negara
dalam melaksanakan wewenang dan tugas yang diamanatkan oleh UUD
NRI Tahun 1945 melalui penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga
negara kepada seluruh rakyat Indonesia;**
8) Menciptakan suasana kondusif hubungan kerja antar lembaga-lembaga
negara dalam melaksanakan wewenang dan tugas yang diamanatkan oleh
UUD NRI Tahun 1945 berdasarkan prinsip checks and balances;
9) Menciptakan penguatan dan harmonisasi dalam hubungan diplomatik antar
parlemen dan antar negara sahabat dalam rangka mendukung pelaksanaan
politik luar negeri yang bebas dan aktif serta fungsi diplomasi parlemen.
B. Kedudukan Ketetapan MPR (Tap MPR) Berdasarkan UU No 12 tahun
2011

Setelah UU No. 10 Tahun 2004 diganti dengan UU No. 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3), Ketetapan MPR yang
didalam UU No. 10 Tahun 2004 dihapuskan dari hierarki peraturan perundang-
undangan dimunculkan kembali dan berada di bawah UUD 1945, seperti yang
pernah diatur dalam Ketetapan MPR No. 1I/MPR/2000. Di dalam Penjelasan
Pasal 7 ayat (2) huruf b UU No. 12 Tahun 2011 ditegaskan, yang dimaksud

dengan “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat” adalah Ketetapan Majelis

> Asnawi, Kedudukan Hukum Ketetapan MPRS/MPR Sebelum dan Selesai Undang-
Undang,”Jurnal Ensiklopediaku Social Review 3 (2) 227-236, 2021
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Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor:
I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan
Majelis  Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7
Agustus 2003. Dengan demikian dapat dipahami bahwa masih ada Ketetapan
MPRS dan Ketetapan MPR yang masih berlaku.*

Perubahan UUD 1945 telah mengubah kedudukan dan status hukum Tap
MPR. Perubahan tersebut akibat dari pergeseran kedudukan MPR dan perubahan
fungsi serta wewenang MPR. Dengan terjadinya pergeseran kedudukan dan
perubahan fungsi serta wewenang MPR, berimplikasi pada 2 (dua) hal: Pertama,
produk peraturan yang dibuat MPR setelah perubahan UUD 1945 hanya meliputi
(1) penetapan atau perubahan UUD; dan (2) ketetapan MPR dan keputusan MPR,
tanpa GBHN . Kedua, perubahan terhadap sifat dari produk MPR, terutama yang
berkaitan dengan Tap MPR yang semula bersifat mengikat ke luar dan ke dalam,
menjadi hanya bersifat mengikat ke dalam saja.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, merupakan produk hukum setelah perubahan UUD 1945
sekaligus sebagai salah satu aturan hukum operasional dari UUD NRI 1945. hal
yang perlu dicermati bahwa dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tidak

dikenal lagi adanya Tap MPR dalam Hierarki Peraturan perundang-undangan.

148 Eddie Siregar, “‘Kedudukan Ketetapan MPR Pasca UU No. 12 Tahun 2011."1-8”
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Tetapi ironisnya, masih ada beberapa Tap MPR yang tetap diberlakukan meskipun
kedudukan dan status hukumnya telah dianulir menurut Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2004. Misalnya, Tap MPR RI Nomor VI/ MPR/2000 tentang Pemisahan
TNI dan POLRI. Walaupun ketentuan ini telah diakomodasi dalam
Undangundang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, Undang-
Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang
Nomor 34 tentang Tentara Nasional Indonesia, tetapi Tap MPR RI Nomor
VI/MPR/2000 tersebut dinyatakan tetap berlaku karena peraturan kerjasama dan
saling membantu antara TNI dan POLRI masih perlu diatur lebih lanjut oleh
Undang-Undang. Berdasarkan kenyataan demikian terjadi permasalahan hukum
terhadap keberadaan Tap MPR tersebut.

Menyadari permasalahan berkaitan dengan keberadaan Tap MPR,
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-
undangan, telah meletakkan kembali Ketetapan MPR (S) dalam tata urut peraturan
perundangan Indonesia. Secara hierarkis tata urut yang baru menurut undang-
undang ini adalah sebagai berikut: (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945; (2) Ketetapan MPR; (3) Undangundang dan Peraturan Pemerintah
Pengganti UU atau Perpu; (4) Peraturan Pemerintah (PP); (5) Peraturan Presiden;
(6) Perda Provinsi; dan (7) Perda Kabupaten/Kota.

Dengan masuknya kembali Tap MPR dalam salah satu hierarki peraturan
perundangan-undangan ini memberikan arti bahwa Ketetapan MPR kembali
didudukan dalam posisinya yang benar dalam sistem hukum di Indonesia.

Implikasinya sungguh sangat besar dan signifikan: Tap MPR kembali menjadi
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sumber hukum formal dan material. Tap MPR harus kembali menjadi rujukan
atau salah satu rujukan selain UUD 1945 bukan hanya dalam pembentukan
perundang-undangan di negeri ini, melainkan juga dalam pembentukan kebijakan-
kebijakan publik lainnya. DPR dan Pemerintah (Presiden) mutlak harus
memperhatikan tap-tap MPR yang masih berlaku, bahkan merujuk kepadanya
dalam pembentukan undang-undang dan peraturan perundang-undangan di
bawahnya.**’

Berdasarkan kenyataan tersebut pertanyaan yang mucul adalah: Pertama,
samakah kedudukan dan status hukum ketetapan MPR yang dibentuk sebelum
perubahan UUD 1945 dengan yang ketetapan MPR yang dibentuk setelah
perubahan UUD 1945? Pertanyaan ini urgen dimunculkan mengingat terdapat
perbedaan kedudukan dan status hukum MPR yang dibentuk sebelum perubahan
UUD 1945 dan MPR yang dibentuk setelah perubahan UUD 1945. MPR sebelum
perubahan UUD 1945 berstatus sebagai Lembaga Tertinggi Negara (Supreme
Body), sedangkan MPR setelah perubahan UUD 1945 berstatus sebagai Lembaga
Tinggi Negara. Memperhatikan kedudukan yang demikian tentu memberikan
implikasi yang berbeda terhadap kedudukan dan status hukum Tap MPR yang
dibentuk sebelum perubahan UUD 1945 dan sesudah perubahan UUD 1945.
Kedua, bagaimana mekanisme pengujian (judicial review) Tap MPR tersebut dan
bagaimana mekanisme pengujian (judicial review) aturan hukum di bawahnya

yang dianggap bertentangan dengan Tap MPR. Maka aka nada pertanyaan

7 Hajriyanto Y. Thohari, Eksistensi Ketetapan MPR Pasca UU NOMOR 12 Tahun 2011,
Makalah Dipresentasikan pada Acara Pers Gathering Wartawan Parlemen, tanggal 11-13
November di Pangkal Pinang, Propinsi Babel, him. 3-4
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mengenai Tap MPR itu sendiri, yang mennyakan Bagaimana kekuatan Hukum
Kedudukan Tap MPR itu ?

Dijelaskan bahwa dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 telah
menempatkan Tap MPR secara hirarkis berada di bawah UUD dan di atas UU,
tetapi masalah yang masih timbul dengan diberlakukannya Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 adalah mengenai kekuatan hukum Tap MPR, yaitu apakah
dengan hierarki demikian ketetapan MPR memiliki derajat di bawah UUD dan di
atas undangundang ataukah ketetapan MPR sederajat dengan UUD ataukah
dengan Undang-Undang? Hal ini perlu dianalisis mengingat MPR dengan
kewenangan sekarang tidak lagi berwenang untuk membahas ketetapan-ketetapan
yang telah dibuatnya sendiri di masa lalu.

Sebelum membahas mengenai derajat Tap MPR, terlebih dahulu perlu
dipahami Tap MPR yang manakah yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor
12 Tahun 2011 tersebut. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011
menjelaskan,**® bahwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7

Agustus 2003.

8 Trwandi. “Kedudukan TAP MPR Dan Implikasinya Terhadap Hierarki Peraturan

Perundang Undangan Di Indonesia.” Inovatif 6, no. 2 (2013):
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Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun
2011 tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 mengkategorikan Tap MPR terasuk bagian dari jenis dan hierari
peraturan perundang-undangan, namun tidak berarti MPR masih mempunyai
wewenang untuk membentuk Tap MPR yang baru pasca perubaha UUD 1945.
Hal ini bisa dipahami, karena yang dimaksud dengan tap MPR dalam Pasal 7 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut hanya terhadap Tap MPR
yang dinyatakan masih berlaku berdasarkan Tap Nomorl/MPR/2003. dengan
demikian, ketentuan Pasal 7 ayat (1) Nomor 12 Tahun 2011 hanya untuk
mengakomodasi terhadap Tap MPR yang masih dinyatakan berlaku dan bersifat
regeling.'*

Berkaitan dengan derajat hukum dari Tap MPR, terdapat berbagai wacana
yang berkembang. Jika dibaca dari segi hierarki, derajat kekuatan hukum Tap
MPR berada di bawah UUD dan di atas undang-undang. Tetapi hal ini tentu
berbeda jika dipandang dari segi bentuknya dan lembaga yang berwenang
menetapkannya, Tap MPR/MPRS bukanlah Undang-Undang.®® Artinya Tap
MPR dianggap lebih tinggi dari Undang-Undang dan karena itu setara dengan
UUD, karena beberapa alasan: Pertama, secara historis sampai dengan
pelaksanaan Sidang MPR tahun 2003, kedudukan Tap MPR lebih tinggi dari pada
keduduan Undang-Undang. Kedua, dari segi bentuknya, Tap MPR bukan

berbentuk Undang-Undang, sehingga tidak dapat disetarakan dengan Undang-

9 Nisrina Irbah Sati, “Ketetapan Mpr Dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-
Undangan Di Indonesia,” Jurnal Hukum & Pembangunan 49, no. 4 (2019),

%0 Martha Riananda, “Dinamika Kedudukan Tap Mpr Di Dalam Hierarki Peraturan
Perundang-Undangan,”Jurnal limu Hukum 8, no. 2 (2015): 295-310, https://doi.org/10 .25041
[fiatjustisia.v8no2.
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Undang. Ketiga, dari segi pembentuk atau lembaga negara yang menetapkannya.
Tap MPR tidak ditetapkan oleh pembentuk Undang-Undang, yaitu DPR bersama-
sama Presiden, melainkan oleh MPR/S.

Berdasarkan hal tersebut, maka pemilihan derajat kekuatan hukum Tap
MPR hanya ada 2 (dua) kemungkinan yaitu sederajat dengan UUD atau sederajat
dengan Undang-Undang. Meski demikian berdasarkan Tap Nomor I/MPR/2003,
MPR menyatakan bahwa Tap MPR/S yang tetap berlaku masih tetap berlaku
sampal terbentuknya Undang-Undang yang mengatur materi ketetapan-
ketetapannya. Artinya, Tap MPR/S itu ditundukkan derajatnya oleh MPR sendiri,
sehingga dapat diubah oleh atau dengan Undang-Undang. Dengan demikian harus
disimpulkan bahwa MPR sendiri telah menunduukan keduduakn dan status
hukum Tap MPR yang pernah dibuatnya setingkat dengan Undang-Undang,
sehingga untuk selanjutnya Tap MPR yang termaktub dalam Undang-undang
Nomor 12 Tahun 2011 harus dipandang sederajat dengan Undang-Undang atau
lebih tinggi sedikit daripada Undang-Undang.™*

Menurut Wahbah al-Zuhaily, ada beberapa faktor yang menyebabkan
hukum bisa berubah karena perubahan tempat, waktu dan keadaan. Faktor
tersebut adalah: (1) perubahan Urf (adat kebiasaan), (2) perubahan mashlahah
umat, (3) untuk menjagadharurah (keniscayaan), (4) kerusakan akhlak umat
manusia dan lemahnya pemahamanagama, (5) perubahan tatanan sosial

masyarakat.>®> Pada kondisi tersebut, maka hukum Islam harus berubah untuk

11 Undang-Undang Republik Indonesia Terkait Status dan Kedudukan Hukum MPR No

12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
152 Wahbah al-Zuhaily, Ushul al-Figh al-Islami, Jilid I, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1996),
hal. 1094
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mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan serta untuk menciptakan
kebaikan dan kebenaran.

Berdasarkan uraian tentang hukum Islam maka para ahli fikih membuat
sebuah kaidah fikih yaitu;

e W75 Y 5 e Y1 padide GRS IV e S Y
Artinya: Perubahan hukum Islam sebab perubahan tempat dan waktu'>?,

Merunut literature Ushul Fikih dan buku Qawa’id, kita akan menemukan
perkataan Ibnu Qayyim al-Jauzi “Sesungguhnya fatwa bisa berubah atau berbeda
karena perubahan atau perbedaan waktu, tempat, keadaan atau kondisi, dan adat
kebiasaan” 1bnu Qayyim berargumenbahwa prinsip dan dasar hukum Islam
adalah hikmah dan kemaslahatan untuk umat manusia, baik dalam kehidupan
dunia maupun kehidupan akhirat. Hukum Islam akan menciptakan keadilan, akan
menurunkan rahmat, akan memberikan kemaslahatan bagi semua, dan akan
mewujudkan hikmah. Setiap persoalan yang keluar dari keadilan hingga timbul
kedzaliman, atau keluar dari kemaslahatan hingga mengakibatkan kerusakan,
maka itu bukanlah syariat Islam.”* Oleh karena itu, hukum Islam bisa berubah
sesuai dengan perubahan waktu, tempat, keadaan dan adat kebiasaan sebagai

upaya mewujudkan kemaslahatan umat manusia.

53 Ibnu al-Qayyim berpendapat bahwa tidak ada dalil Alquran yang dapat digunakan

sebagai dasar untuk kaidah ini, namun sebagian ulama seperti Yusuf al-Qardhawi mengunakan
ayat Nasikh dan Mansukh sebagai dalil, seperti QS. AlAnfal (8): 65 yang di mansukh QS. Al-
Anfal (8): 66. Al-Qardhawi berpendapat bahwa ayat 65 surat al-Anfal merupakan ayat yang
digunakan di saat kaum Muslimin memiliki semangat tinggi untuk berperang sehingga mereka
sangat kuat, sedangkan ayat 66 merupakan rukhsah (keringanan) di saat semangat kaum muslimin
sudah melemah.

%4 1bnu al-Qayyib al-Jauziyah, I'lam al-Muagqgi'in an Rab al-Alamin, Jilid 111, (Bairut:
Dar al-Fikr, 1998), hal. 3
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Hierarki peraturan perundang-undangan di indonesia yang diatur dalam
Pasal 7 ayat (1) UU No 12/2011 terdiri dari:a. Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan
Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota.

2. Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebelum perubahan
Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai lembga tertinggi dan
ketetapannya adalah Undang-Undang tertinggi setelah Undang-Undang
Dasar 1945, sebelum di keluarkannya UU No 12 tahun 2011 MPR
sebagai lembaga pemegang kekuasaan negara tertinggi. Sebagai pemegang
dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat, MPR merupakan
penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Kewenangan MPR sebagai lembaga
tertinggi negara dapat mengangkat dan memberhentikan Presiden dan
Wakil Presiden. MPR mempunyai peranan penting dalam menentukan
arah kebijakan pemerintahan ketatanegaraan dilndonesia. Sehingga dengan
kedudukan, tugas dan wewenang yang tercantum dalam pasal 1 ayat (2),

pasal 2 ayat (1), pasal 3, pasal 6, dan pasal 37, dan “penjelasan Undang-
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Undang Dasar 1945 sepanjang tahun 1960-2002 MPR telah membuat
ketetapan-ketetapan sebanyak 139 ketetapan.

Kedudukan Hukum Ketetapan MPR Setelah Amandemen UUD 1945
lembaga MPR telah mengalami perubahan kedudukan, tugas, dan
wewenang, setelah  Amandemen UUD 1945 MPR berubah menjadi
lembaga tinggi Negara yang setara dengan lembaga tinggi lainnya seperti
Presiden, DPR, DPD, MA, MK, BPK. Sejak perubahan UUD 1945 dan
berlakunya Undang-Undang No 12 Tahun 2011 sebagai penyempurnaan
terhadap Undang-Undang sebelumnya (Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2004), maka kedudukan Hukum ketetapan MPR RI menjadi kembali lebih
tinggi dari pada Undang-Undang dan berada setelah  Undang-Undang
Dasar 1945. Memuat materi muatan baru yang ditambahkan dalam
Undang-Undang, diantaranya adalah penambahan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) sebagai salah satu jenis Peraturan
Perundang-undangan dan hierarkinya ditempatkan dibawah UUD 1945
diatas UU. Kedudukan MPR berubah menjadi Lembaga negara yang
memiliki kedudukan sederajat dengan Lembaga-lembaga negara lain agar
dapat melakukan kegiatan fungsi saling mengontrol dan saling

mengimbangi (check and balances).
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B. Saran
Berdasarkan hasil kajian penelitian ini maka beberapa rekomendasi yaitu;

1. Dapat dijabarkan yakni harus dilakukan pembaharuan (revisi) terhadap
Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan
perundang-undangan, karena masih terdapat kelemahan di dalam Undang-
Undang tersebut, terutama dalam hal penegasan hierarki peraturan
perundang-undangan, salah satu contoh kelamahan tersebut adalah masih
banyak peraturan perundang-undangan yang tidak dimasukkan kedalam
hierarki sehingga dapat menimbulkan ketidak pastian hukum.

2. Disarankan agar kedudukan hukum ketetapan MPR RI pasca berlakunya
Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 lebih jelas dan tegas disbanding
sebelumnya, Keputusan-keputusan MPR RI Kini dianggap sebagai suatu
jenis peraturan perundang-undangan dan mempunyai kedudukan hukum
yang sama dengan Undang-Undang, Namun masuknya kembali putusan
MPR RI kedalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan juga
menimbulkan kehawatiran akan adanya potensi konflik antara putusan

MPR RI dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
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